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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Desa Bogorejo
Kecamatan Merakurak Tuban” adalah hasil dari penelitian lapangan (field
research) yang laksanakan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah,
bagaimana praktik sewa menyewa tanah milik desa ?; dan bagaimana tinjauan
hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kasus sewa
menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Bogorejo
Kecamatan Merakurak Tuban. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, data
yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu dengan cara menguraikan dan
menjelaskan terlebih dahulu fakta mengenai sewa menyewa tanah milik desa
Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban kemudian selanjutnya ditinjau dalam
hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik sewa menyewa yang
terjadi pada tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban ini musta’jir
(pihak yang menyewa) menyewakan kembali barang (ma’jur) yang telah
disewanya kepada pihak lain tanpa meminta izin mu’ajir (pihak yang
menyewakan) yaitu dalam hal ini sebagai pemilik barang yang menjadi objek
sewa sewa menyewa tersebut. Kemudian menurut hukum Islam terhadap sewa
menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban belum sesuai
dengan hukum Islam dan juga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) yang berlaku sebagai pedoman pedoman melaksakan transaksi ekonomi
Islam, dikarenakan ada kecacatan dalam akad tersebut, disamping itu juga dapat
merugikan pihak pertama sebagai pemilik objek sewa, hal tersebut telah diatur
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 310 “musta’jir dilarang
menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin pihak
yang menyewakan”.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak perangkat
desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban atau masyarakat yang menjadi
mua’jir (pihak yang menyewakan) sebaiknya mengawasi para pihak yang telah
menyewa tanah milik desa tersebut agar digunakan sebagai mana penggunaannya
dalam akad perjanjian, dan juga kepada masyarakat desa Bogorejo kecamatan
Merakurak Tuban sebaiknya tidak menyimpang dalam memanfaatkan atau
menggunakan tanah atau ma’jur (objek sewa).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan
antara seseorang dengan orang lain. Manusia adalah makhluk yang tidak
dapat hidup sendiri tanpa adanya seseorang yang lainnya. Karena manusia
diciptakan sebagai mahluk vyang berjiwa sosial atau mahluk yang
membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup
tanpa adanya bantuan orang lain. Dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-
hari, manusia terkadang juga mempunyai cara tersendiri sesuai dengan
kemampuannya masing-masing atau untuk melakukan komunikasi dengan
orang lain. Salah satu cara kegiatan yang dilakukan manusia adalah dengan
cara bermuamalah atau bertransaksi. Transaksi ada beberapa macam, seperti
jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Berbicara mengenai muamalah,
dalam syariat islam juga membahas hukum dalam islam mengenai perbuatan
manusia yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah yang
mengatur tentang Shalat, Puasa dan zakat. Hukum muamalah ialah yang
mengatur tentang yang sering dilakukan oleh manusia seperti jual beli, sewa
menyewa atau ija>rah dan lain-lain.

Sewa-menyewa adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sering kita
jumpai bahkan kita pun pernah melakukannya, bahkan tanpa kita sadari.
Sewa-menyewa ialah salah satu kegiatan ekonomi yang mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak lain



dengan waktu yang telah disepakati bersama atau suatu pemindahan hak guna
atas barang melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barang itu sendiri.!

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke tiga pasal 1548
sewa-menyewa dapat diartikan bahwa sewa-menyewa ialah suatu perjanjian,
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu
tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut
belakangan itu disanggupi pembayarannya.?

Dalam bahasa Arab, sewa-menyewa disebut ija>rah yang berasal dari
kata ¥ yang berarti u@l#) atau upah, sewa, jasa atau imbalan. ja>rah
merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan
hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan
sebagainya.’

Dengan demikian, ija>rah merupakan suatu bentuk muamalah yang
melibatkan dua belah pihak, dua belah pihak tersebut adalah orang yang
memberi sewa atau orang yang memiliki barang yang dapat dimanfaatkan
oleh penyewa untuk diambil manfaatnya dengan mengganti atau menukar
dengan apa yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa diakhiri dengan

kepemilikan.*

! Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah (Bandung: Aria Mandiri Grub, 2018), 68.

2 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 2004), 381.

3 Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

72.

4 Saiful Jazil, Figih Muamalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 128.



Kita diperintah oleh Allah untuk hidup di dunia ini untuk saling tolong-
menolong sesama manusia. Sewa-menyewa salah satu cara manusia untuk
saling tolong menolong, karena sewa-menyewa melibatkan orang yang
membutuhkan sesuatu namun tidak untuk dimiliki seutuhnya atau jasa dan
orang yang membutuhkan uang/upah yang kedua pihak tersebut saling ridha
atau ikhlas dari dalam hati. Secara otomatis kedua belah pihak tersebut
melakukan perbuatan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah

Swt. dalam Q.S az-Zukruf ayat 32:

¢ 31w 0o X7y % 50 C 4 G Cas S 2 Y
SNl 93.3-\ ‘_3 ('.@M S Lot o gﬂd) C™) O gomnly ('.M
W, / aﬁ o, P “J,// . ° ‘w0 -, %
&J,,) QJMLM(..@-.M '\""J/"../ &f?.):g‘-"-!dﬁ e w)ﬁ

or B

uyu&\lji.;

“Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajad, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukruf: 32)

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah menciptakan manusia dengan
derajadnya masing-masing. Allah menjadikan sebagian menjadi orang yang
kaya dan sebagian lagi miskin. Dengan diberikannya kekayaan atau orang-
orang yang berkecukupan atas orang-orang yang miskin ini, dimaksudkan
adalah orang-orang yang menjadi pekerja dan diupah. Jadi orang-orang
miskin bekerja kepada orang kaya yang harus mendapatkan upah yang harus

sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

5 Kemenag RI, Ar-Rahman Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu,
2014), 419.



lja>rah disyariatkan dalam Al-Qur’an yaitu dalam surah al-Bagarah ayat

233 Allah SWT berfirman:

o

PTG AR 13 ‘.S.,Le Fus (.:yﬁjn e S5 O 2551 0l

i Oglans G a O galiy gty Bypaaly
...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertagwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah, ayat 233)°

Surat al-Baqarah ayat 233 ini menggambarkan disyariatkannya sewa-
menyewa. Yang dimaksud dalam surat ini adalah seseorang menggunakan
atau memakai jasa dan barang orang lain merupakan sewa-menyewa, oleh
karena itu kita diwajibkan untuk membayar upah atau membayar dengan
uang sebagai ganti jasa dan barang yang sudah kita gunakan manfaatnya
dengan kata lain sebagai ganti jasa dan barang tersebut.

Dasar diperbolehkannya lja>rah yang terdapat dalam Al-Qur’an juga

terdapat dalam Q.S al-Tala>q ayat 6 sebagai berikut:
RESYEIRN )l“@‘,ﬁ ‘22 O B

“jika menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.” (QS.
al-Tala>q, ayat 6).’

Penelitian ini akan mengkaji tentang sewa menyewa tanah dan bangunan
milik desa di desa Bogorejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban. Desa
Bogorejo terletak di Kecamatan Merakurak tepatnya daerah selatan

Merakurak. Daerah desa ini terletak dekat dengan jalan raya Merakurak yang

6 Ibid., h. 37.
71bid., h. 559.



menghubungkan Kecamatan Merakurak dan Kota Tuban. Disepanjang jalan
raya tersebut terdapat tanah pekarangan ataupun tanah perkebunan dan
bangunan ruko yang telah banyak didirikan usaha seperti berjualan oleh
masyarakat setempat atau orang dari luar desa Bogorejo tersebut. Usaha yang
didirikan sebagian besar adalah usaha mandiri atau tidak berkelompok
seperti, warung penyetan, warung kopi, toko, bengkel dan sebagainya. Tanah
dan bangunan tersebut bukan milik mereka sendiri melainkan milik Desa
Bogorejo yang sudah bersertifikat tetapi ada juga yang tealh menjadi milik
perorangan yang telah dibeli dari pihak desa kemudian digunakan maupun
disewakan kepada yang membutuhkan dan apabila ada yang ingin
membelinya maka pihak Desa juga menjualnya dengan diadakan musyawarah
seluruh perangkat desa Bogorejo. Dengan ketentuan apabila pihak dari desa
tersebut ingin menggunakan atau membangun bangunan maka para penyewa
tersebut harus menutup usaha dan tidak bisa memperpanjang sewanya kecuali
membelinya.

Faktor adanya sewa menyewa tanah milik desa ini adalah tidak semua
orang atau keluarga mampu membeli tanah, jadi jalan lain apabila ingin
mempunyai tempat usaha ialah dengan cara menyewa tanah kepada pemilik
tanah yang membayarnya tidak secara langsung banyak mengeluarkan
banyak uang melainkan dapat dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun
sesuai dengan kesepakatan akad antara kedua belah pihak. Hal ini dapat
meringankan biaya untuk mendirikan usaha, penyewaan tanah dapat dari

milik perorangan ataupun badan hukum.



Sebelum ia menyewakan tanah tersebut, pihak yang memberi sewa ini
beberapa waktu lalu juga memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun dan
kemudian mendirikan bangunan diatas tanah desa. Setelah beberapa tahun
pihak ini tidak lagi berjualan dan menutup usahanya dengan alasan usia yang
sudah tidak memungkinkan. Suatu ketika pihak lain yaitu pihak penyewa
yang ingin mendirikan usaha di tempat tersebut dengan latar belakang
mencari tempat usaha yaitu warung makan, kemudian pihak yang memberi
sewa menyewakan bangunan beserta tanahnya kepada pihak penyewa,
sedangkan tanah tersebut bukan milik pribadi tetapi milik pemerintah desa
Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban yang telah disewakan. Dari
permasalahan ini pemerintah desa Bogorejo tidak mengetahui jika tanah
tersebut disewakan kembali. Menurut penulis sewa menyewa ini tidak sesuai
dengan hukum Islam. Dengan adanya permasalahan ini, penulis tertarik untuk
lebih lanjut mengetahui bagaimana proses kegiatan sewa menyewa tanah
milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban yang dilakukan oleh pihak
yang memberi sewa dengan pihak penyewa atau kedua belah pihak dalam
perjanjian ini.

Praktik dari sewa menyewa tanah yang berada di desa Bogorejo
kecamatan Merakurak kabupaten Tuban ini menimbulkan beberapa manfaat
tetapi juga terdapat beberapa problem dan terdapat pihak yang dirugikan, oleh
sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna
melihat dari segi hukum Islam, dalam hal ini penulis memilih judul

“Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Desa Bogorejo Kecamatan

Merakurak Kabupaten Tuban”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis hendaklah melakukan
identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian masalah dalam
skripsi ini.
Adapun identifikasi masalah ialah sebagai berikut:
1. Praktik sewa-menyewa tanah milik Desa Bogorejo Kecamatan Merakuran
tuban
2. Sejarah tanah milik desa atau objek yang dijadikan sewa-menyewa
3. Pemilik sebenarnya tanah yang di jadikan sewa-menyewa
4. Manfaat dari obyek tanah yang disewakan
5. Akibat yang akan timbul dengan adanya sewa-menyewa tersebut
6. Tinjauan hukum islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap
sewa-menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban.
Agar pembahasan penelitian ini dapat fokus dan dapat mencapai apa
yang penulis harapkan, maka alangkah baiknya penulis melakukan suatu
pembatasan masalah.
Adapun pembatasan masalah sebagai berikut.
1. Praktik sewa-menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak
Tuban
2. Tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap

sewa-menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah beserta identifikasi dan juga
batasan masalah yang tertera diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah
penelitiannya sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik sewa-menyewa tanah milik Desa Bogorejo Kecamatan
Merakurak Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
terhadap sewa-menyewa tanah milik Desa Bogorejo Kecamatan

Merakurak Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mencari referensi yang
relevan untuk penelitian yang akan dilakukan untuk dikutip atau
dipertimbangkan dengan penelitian penulis.

Dalam penelusuran penulis sampai saat ini sudah banyak yang membahas
mengenai kegiatan sewa-menyewa. Namun, penulis belum menemukan karya
ilmiah yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa-menyewa Tanah Milik Desa
Bogorejo Kecamatan Merakurak Tuban”.

Berikut ini adalah beberapa karya tulis atau penelitian yang sudah
dilakukan dan ditulis sebelum-sebelumnya yang mirip dengan penelitian
penulis tersebut:

1. Skripsi dari Muhammad Zainuddin tahun 2017 berjudul “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang Tidak Terpakai Dan



Bernilai Ekonomis Untuk Tanaman Pangan Warga (Studi Kasus Sewa
Lahan Pemerintah Pada Sesepuh Di Desa Bangsri Jepara)”. Isi dari
skripsi ini adalah sesepuh dari desa Bangsri Jepara ini menyewakan tanah
atau lahan kepada para warga dengan harga yang minim untuk dapat
ditanami. Namun, disisi lain tanah ini masih milik sah pemerintah hanya
saja tidak dirawat. Karena itu penulis skripsi ini meninjau dengan hukum
Islam bagaimana proses dari penyewaan lahan yang tidak terpakai
tersebut.®

2. Karya yang tulis oleh Nur Rohman tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu
Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”.
Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai sewa-
menyewa tanah untuk pembuatan baru bata tersebut, yang pelaksanaan
membuat batu bata ini tidak sesuai dengan akad /ja>rah karena pembuat
batu bata mengambil tanahnya bukan sekedar meminjamnya.’

3. Skripsi dari Siti Khamsiyah tahun 2019 “Analisis Teori lja>rah Terhadap
Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT)
01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya”. Skripsi ini menganalisis

teori lja>rah terhadap sewa-menyewa tanah milik pemkot Surabaya oleh

8 Muhammada Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah Yang
Tidak Terpakai Dan Bernilai Ekonomis Untuk Tanaman Pangan Warga (Studi Kasus Sewa Lahan
Pemerintah Pada Sesepuh Di Desa Bangsri Jepara)” (SKRIPSI - UIN Walisongo Semarang,
Semarang, 2017)

 Nur Rohman, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu
Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto” (SKRIPSI - UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2018)
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Rt 01 kepada para pedagang, dianggap tidak sesuai dengan teori lja>rah
beserta rukun dan syaratnya.'”

4. Siti Utami Ismi Hadi dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam
Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar Di Desa Pangean Maduran
Lamongan”. Skripsi ini membahas mengenai proses akad sewa menyewa
stand pasar pengelola dengan penyewa disebutkan ciri fisik stand saja
tanpa menyebutkan letak stand yang disewakan, yang berakibat terjadinya
salah paham antara pengelola pasar dengan penyewa stand pada saat
penyerahan stand pasar.!!

5. Skripsi oleh Afis Sunani Khoiroiswa tahun 2015 yang berjudul “Analisis
Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Fasum Yasbhum: Studi
Kasus Di Perumahan Tni- Al Desa Sugiwaras Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo”. Isi dari skripsi ini adalah tanah fasilitas tersebut
yang dijadikan objek sewa-menyewa dan oleh para penyewa digunakan
sebagai tempat pengembangan bisnis seperti toko dan sebagainya. Penulis
tertarik dan mencoba menganalisis praktik sewa-menyewa tersebut dan
melihat dari sisi hukum Islam.!?

Dari pemaparan skripsi di atas terlihat jelas bahwa dalam penelitian ini

berbeda pembahasan dengan skripsi yang lainnya. Dalam penelitian ini

10'Siti Khamsiyah, “Analisis Teori Ija>rah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot
Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya” (SKRIPSI -
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

1 Siti Utami Ismi Hadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar Di
Desa Pangean Maduran Lamongan” (SKRIPSI - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)

12 Afis Sunani Khoiroiswa, “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Fasum
Yasbhum: Studi Kasus Di Perumahan Tni- Al Desa Sugiwaras Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo” (SKRIPSI - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)
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penulis bertitik dengan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sewa-
menyewa tanah yang bukan milik asli pihak yang memberi sewa melainkan
milik desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Tuban tanpa ada izin dari
pemerintah desa. Selain itu penelitian ini juga membahas pemilik tanah yang

sebenarnya.

E. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan rumusan masalah serta latar belakang diatas, penulis
memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan praktik sewa-menyewa tanah milik Desa Bogorejo
Kecamatan Merakurak Tuban
2. Guna menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah terhadap sewa-menyewa tanah milik Desa Bogorejo Kecamatan

Merakurak Tuban

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Desa
Bogorejo Kecamatan Merakurak Tuban" ini, diharapkan memiliki kegunaan
baik secara teoritis maupun praktis.
1. Secara Teoritis. Berguna untuk menambah wawasan serta memahami ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan sewa-menyewa dan pengetahuan
bagaimana cara bertransaksi sewa menyewa yang benar menurut prinsip

Syariat Islam
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2. Secara Praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan untuk
masyarakat Tuban sendiri agar dapat lebih berhati-hati jika akan

melakukan praktik sewa menyewa.

G. Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalah-pahaman antara penulis dan pembaca pada
penelitian ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Desa Bogorejo
Kecamatan Merakurak Tuban”, maka penulis memberikan definisi
operasional yang menjelaskan secara singkat mengenai pengertian yang
bersifat operasional atau dapat di mengerti semua orang.

Definisi operasional menunjukan ke dalam pembahasaan sesuai dengan
maksud yang diinginkan oleh penulis, maksud dari judul diatas adalah
sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seluruh aturan yang bersumber dari Alquran, hadist
dan pendapat ulama yang mengkhusukan mengenai lja>rah.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah
Agung.

3. Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian atau kesepakatan yang mengikat dua
belah pihak untuk saling bertransaksi dimana penyewa harus memberi
imbalan kepada pihak yang bersedia meminjamkan barang/jasa sebagai

ganti barang/jasa tersebut.
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4. Tanah milik desa, pasal 1 angka 26 Peraturan Materi Hukum dalam Negeri
Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa
tanah milik Desa merupakan tanah yang dikuasai dan atau disetujui oleh
Pemerintah Desa sebagai salah satu sember pendapatan asli dari Desa dan
atau untuk sebagai kepentingan sosial. Kekayaan milik Desa yakni terdiri

dari atas tanah disertifikasikan atas nama pemerintah desa.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian ialah cara yang ditempuh sehubungan dengan
penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode
penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat
memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan meliputi
prosedur peneltian dan teknik penelitian.'?
1. Data Yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data yang akan dihimpun guna
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Data tersebut terdiri atas:
a. Proses awal sewa-menyewa tanah tersebut
b. Alasan pihak penyewa ingin menyewa tanah untuk dijadikan warung
makan
c. Alasan pihak pemerintah desa memperbolehkan warga untuk memakai
tanah untuk berjualan

2. Sumber Data

13 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 43.



14

Guna melengkapi data diperlukan juga sumber data yang sebagai

berikut:

a.

Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang dikumpulkan secara langsung
dari masyarakat mengenai penelitiannya. Sumber dari data primer ini
adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis.'* Dalam
penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan
responden sebagai berikut:

1) Pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa

2) Perangkat desa Bogorejo
Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah
ada, dengan kata lain data sekunder adalah data kedua dari proses
sumber data.'> Data sekunder dapat diperoleh dari penelitian-penelitian
terdahulu yang sudah ada atau dari buku-buku yang terkait dengan

pembahasan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan atas populasi menghasilkan data dan

kesimpulan yang akurat karena tidak ada kesalahan yang akan terjadi

karena seluruh objek diukur, dikumpulkan datanya, dan kemudian

dianalisis.!® Namun pengumpulan data ini tidaklah mudah, pasti akan

4 1bid., h. 122.
!5 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Rajawali Pers,

2012), 30.

16 Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 193.
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banyak kesulitan yang dialami. Maka dari itu penulis menggunakan teknik

sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah cara pengumpulan data dengan menggali informasi
atau data yang dapat dikumpulkan. Observasi hanya mengamati dan
tidak banyak melakukan kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang
dilihat atau disaksikan. Kelebihan metode berupa observasi ini adalah
bahwa metode ini berhasil mencatat perilaku tanpa mengandalkan
responden.!” Pada penelitian ini mengamati bagaimana letak objek
penelitian tersebut. Artinya penulis mengamati tanah yang disewakan
dan bagaimana proses akad [ja>rah antara pihak yang memberi sewa
dan pihak penyewa.

. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan oleh seseorang untuk
menggali informasi yang sebenarnya, memahami pandangan,
kepercayaan, pengalaman, pengetahuan informan mengenai sesuatu hal
secara utuh melalui orang yang diwawancarai.'®
. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam

!7 M.Suparmako, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: BPFE-Y ogyakarta, 2007), 68.
8 Evi Martha dan Sudarti Kresno, Metodologi Penelitian Kualitatif (Depok: PT RajaGrafindo
Persada,2017), 53.
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penelitian sebagai bahan analisis, dokumentasi juga lebih banyak

berperan dalam pengumpulan data dibandingkan data utama.'’

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata atau menyusun
secara sistematis catatan hasil dari pengumpulan data seperti observasi,
wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian
tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang
lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan
dengan berupaya mencari makna (meaning).>

Dalam penelitian ini, hal yang pertama penulis lakukan adalah
mengumpulkan data-data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan
praktik sewa-menyewa antara pihak yang memberi sewa dan pihak
penyewa dengan objek sewa tanah milik desa Bogorejo kemudian
mengolahnya menjadi susunan deskriptif. Karena penelitian ini adalah
jenis penelitian kualitatif, maka menghasilkan data deskriptif yang berupa
gambaran keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang di amati.
Kemudian, setelah data-data yang telah terkumpul disusun secara
sistematis lalu dianalisis dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah guna mendapatkan kesimpulan akhir. Dalam proses
penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu suatu cara
berfikir dengan mempelajari hal-hal yang peristiwanya bersifat khusus

untuk menentukan sesuatu yang bersifat umum dalam penelitian ini yaitu

Y Irfan Tamwifi, Metodologo Peneltian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.
20 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Y ogyakarta: Rake Sarasin,1996), 104.
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menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu fakta mengenai sewa
menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban
kemudian selanjutnya ditinjau dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penyusunan serta penulisan dan
mempermudah pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika
pembahasan dalam masing-masing bab tersebut terdapat sub bab-sub bab
yang saling berkaitan dengan lainnya. Sistematika pembahasan tersebut
terdiri atas:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka, yang didalamnya akan
menguraikan tentang sewa-menyewa tanah dalam islam. Selain itu, dalam bab
ini juga akan menjelaskan mengenai teori [ja>rah, pengertian akad, dasar
hukum, rukun serta syarat dalam sewa-menyewa, pembatalan akad lja>rah
dan berakhirnya akad [ja>rah. Selain itu, dalam bab ini juga membahas
mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pandangan hukum Islam dan
perundang-undangan.

Bab ketiga membahas tentang data temuan atau hasil penelitian yang

mendiskripsikan bagaimana praktik penggunaan tanah milik desa Bogorejo
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Kecamatan Merakurak Tuban yang menjadi objek sewa, pemilik tanah
sebenarnya yang dijadikan objek sewa atau sertifikat tanah, hak dan
kewajiban pihak kepada pemerintah desa Bogorejo, faktor terjadinya sewa-
menyewa tanah milik desa Bogorejo atau perjanjian antara pihak dengan
pihak penyewa. Selain itu, penulis akan menjelaskan profil desa Bogorejo
Kecamatan Merakurak Tuban.

Bab keempat berisi mengenai tinjauan hukum Islam dan kompilasi
hukum ekonomi Islam tentang /ja>rah terhadap sewa-menyewa tanah milik
desa Bogorejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban dan praktik sewa
menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban.

Bab kelima yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan hasil penelitian
beserta saran dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dari

keseluruhan hasil penelitian dalam skripsi ini.



BAB II

KONSEP SEWA MENYEWA (IJA>RAH) DALAM HUKUM ISLAM DAN

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep Sewa Menyewa (lja>rah) dalam Hukum Islam

1.

Pengertian

Lafal al-ija>rah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau
imbalan. Al-ija>rah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah
dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa,
kontrak, atau menjual jasa dan lain sebagainya.!

Secara terminologi, ada beberapa pengertian ija>rah yang
dikemukakan para ulama figh.

a. Menurut ulama Syafi’iyah ija>rah merupakan akad atas suatu
kemanfaatan tertentu dengan adanya penggantian tertentu.’

b. Menurut Hanafiyah bahwa ija>rah ialah akad untuk membolehkan
pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suau zat yang disewa
dengan imbalan.

c. Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah ija>rah adalah
menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu

dengan pengganti.’

! Harun, Figih Muamalah (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2017), 121.

2 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, et al., jilid 5
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

3 Mahmuatus Sa’diyah, Figih Muamalah II Teori dan Praktik (Jepara: UNISNU Press, 2019), 71-

72.
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Menurut Andri Soemitra ija>rah adalah akad pemindahan hak atas barang
atau jasa dengan mengambil manfaatnya tanpa diikuti dengan perpindahan
kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pembayaran sewa atau
pengganti.!

Secara etimologis, ija>rah berasal dari kata al-Ajru (Y yang berarti al-
Iwa>dh (u2'sd)) yang dapat diartikan ke dala bahasa Indonesia adalah upah,
sewa, jasa atau imbalan. /ja>rah dalam bahasa dapat dikatakan sebagai bai’ul
manfaati atau menjual manfaat menurut Rahcmat Syafi’i.?

Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan lja>rah
mendefinisikan bahwa ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat
atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran
sewa atau upah. Namun hal tersebut tidak dengan diikuti pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri, maka dalam akad ija>rah tidak ada perubahan
kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna dari pihak yang menyewakan
kepada pihak yang menyewa.>

Menurut Zainudin Ali yang dituliskan dalam bukunya berjudul Hukum
Perdata Islam di Indonesia ija>rah merupakan suatu transaksi sewa menyewa
antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan sesuatu harta atau
barang untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan harga yang disepakati

dalam waktu tertentu.

! Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019),
116.

2 Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 12.

3 Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ija>rah, 55.

4 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.
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M Hasbi Ash-Shiddiqie juga mengartikan ija>rah adalah suatu penukaran
manfaat untuk masa tertentu, yaitu dalam pemilikan manfaat dengan imbalan
atau sama dengan menjual manfaat.’

Berdasarkan pengertian ija>rah yang tertera di atas, dapat kita pahami
bahwa ija>rah i1alah menukarkan sesuatu dengan ganti atau imbalan. Jika
diterjemahkan berarti sewa menyewa dan upah mengupah yaitu sewa menyewa
merupakan menjual suatu manfaat dan upah mengupah merupakan menjual
tenaga atau jasa.®

Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa ija>rah ialah suatu bentu
muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu antara pihak yang
menyewakan atau memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si
penyewa agar dapat mengambil manfaatnya dengan penggantian yang telah
ditentukn oleh syara’ tanpa diakhiri dengan adanya kepemilikan, dalam istilah
hukum Islam yaitu orang yang menyewakan disebut dengan mua jir dan orang
yang menyewa disebut dengan musta jir dan ada sesuatu yang diakadkan untuk

dapat diambil manfaatnya disebut ajran atau ujrah.’”

Dasar Hukum

Jumhur ulama telah sepakat bahwa ija>rah merupakan salah satu akad
yang diperbolehkan oleh Syara’ faktor yang mendasari jumhur Ulama
memperbolehkan ija>rah karena melihat dari dasar sumber hukum baik dari Al-
Qur’an ataupun Hadist.
a. Al-Qur’an

1) Surah Al-Bagarah ayat 233:

>M Hasby Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam, Cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),

428.

¢ Sohari, Ruf’ah, Figih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.
7 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 3 (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1987), 7.
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...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertagwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan. (QS. AL-Bagarah: 233)

Maksud dari ayat ini adalah apabila kita hendak meminta bantuan
kepada seseorang atau menggunakan jasa orang lain maka kita tidak
berdosa apabila kita memberi seseorang tersebut upah atau imbalan yang
setara dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Ketika
memberikan imbalan atau upah kita tidak boleh dibawah apa yang sudah

dikerjakan karena Allah tahu apa yang sudah kita lakukan.

Surah Ath-Thalaq ayat 6:

Ayl Gag B S a0 p
“ jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah
upahnya.” (Q.S. Al- Talag: 6).°

Dapat di tafsirkan dalam ayat ini apabila seseorang mengambil
manfaat dari orang lain maka seseorang tersebut wajib memberikan upah

atau ganti atas apa yang telah dinikmati manfaatnya.

Surah Az-Zukruf ayat 32:
BN e SICY IR ARCIE S R PR ICTSEeT [

“...dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajad, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain.”
(Q.S Az-Zukruf: 32)!°

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah menciptakan manusia dengan

derajadnya masing-masing. Allah menjadikan sebagian menjadi orang

8 Kementrian Agama RI, Ar-Rahman Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Mikraj Khazanah

Timu, 2014), 37.
9 Ibid, h. 560.
10 Tbid, h. 419.
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yang kaya dan sebagian lagi miskin. Dengan diberikannya kekayaan atau
orang-orang yang berkecukupan atas orang-orang yang miskin ini,
dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadi pekerja dan diupah. Jadi
orang-orang miskin bekerja kepada orang kaya yang harus mendapatkan
upah yang harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya.

4) Q.S Al-Qashash ayat 27

o < -
&

BB g (o (5B U1 B G (51 s T Gl 1 0

. fr-‘,M > Ll o
“ Dia (Syekh Madyan) berkata,”Sesungguhnya aku bermaksud ingin
menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku
ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan
tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah
(suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan

engkau. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang
baik.”

Maksud dari ayat di atas ialah, suatu bekerjaan yang dikerjakan atau
suatu jasa yang dapat diambil manfaatnya sebaiknya diberi imbalan atau
dalam sewa menyewa (/ja>rah) harus digantikan dengan Ujra>h (Upah)
yang sesuai dan pantas sesuai dengan kesepakatan, dan apabila orang
tersebut tidak menerima imbalan maka orang tersebut sudah melakukan
kebaikan dan termasuk golongan orang yang baik.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur’an diatas meupakan bukti bahwa
adanya transaksi sewa menyewa atau ija>rah sudah sejak zaman dahulu
dari zaman Nabi, dan semua pekerjaan atau mengambil manfaat dari jasa
dan barang sudah sepantasnya diberikan upah atau ujra>h yang pantas
sebagai ganti barang atau jasa yang diberikan. Jika pihak yang
memberikan manfaat tersebut tidak menerima upah tersebut maka sudah

termasuk dalam kebaikan pihak tersebut.
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b. As-Sunnah (menurut hadis)

0635 03 a1 Lely i1 oais) 06 hgie W) (o) BB i1 3

(cyoedly A2 olgy) ale 1 5l
.. dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. pernah berbekam dan ia memberi
upah kepada tukang bekam itu. Seandainya yang demikian terlarang, niscaya
dia tidak akan memberinya. (Riwayat Ahmad dan Bukhari).'!

Hadist ini menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah berbekam kepada
seorang tukang bekam atau pernah mengambil manfaat jasa dari seorang
tukang bekam tersebut, kemudian Ia memberikan upah sebagai ganti jasa
yang telah Ia ambil manfaatnya, namun apabila memberi upah kepada tukang
bekam merupakan perbuatan yang terlarang maka Nabi saw. tidak akan
pernah memberi upah kepada tukang bekam terebut.

c. [jma’

Para umat muslim pada masa sahabat telah berijma’ mengenai ija>rah
bahwa ija>rah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Semua
Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang dapat membantah
kesepakatan ijma’ ini, bahkan ada beberapa orang diantara mereka yang
berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Dari beberapa nash
yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ija>rah itu disyariatkan dalam
Islam, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan sesama lain.

lja>rah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, oleh

sebab itu para Ulama menilai bahwa ija>rah merupakan sesuatu hal yang

dierbolehkan.'?

" Imam Syaukani, Nailul Authar, jus 4, h. 1870, hadist ke- 3074
12 Rachmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 121-124.
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3. Rukun dan Syarat
Dalam pandangan fiqih, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan
ija>rah, ketentuan ini sangat utama yang berkaitan dengan implementasi
ija>rah dalam lembaga keuangan syariah ialah Rukun dan Syarat ija>rah. Sewa
menyewa sebuah transaksi yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun
dan syarat secara umum.
a. Rukun ija>rah
Menurut jumhur Ulama, rukun ija>rah ada 4 yaitu terdiri dari:
1) ‘A>qid (Pihak-Pihak yang Berakad)

‘A>qid ialah pihak yang melakukan akad vyaitu pihak yang
menyewakan atau pemilik barang/jasa yang disebut dengan Mu ajir dan
pihak yang menyewa atau pihak yang menggunakan barang/jasa yang
disebut dengan Musta jir. Ma’qu>d ‘alaih merupakan objek akad ija>rah,
yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.'?

Untuk pihak yang melakukan akad ija>rah disyaratkan mengetahui
manfaat barang yang dijadikan objek akad sehingga dapat mencegah
adanya perselisihan.'*

2) Shighat (I>jab dan Qabu>I)

Shighat lja>rah, adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad
atau berkontrak, sewa menyewa (lja>rah) sah apabila ada i>ja>b dan
qgabu>1, ijab yaitu penjelasan yang keluar dari sesorang yang berakad
dengan menggambarkan keinginannya dalam mengadakan akad,

dilakukan oleh siapa saja yang memulai. Sedangkan gabu>[ merupakan

13 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 101.
14 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117.
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jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab dengan menerangkan
keputusannya atau persetujuan.'>
3) Ujrah (uang sewa atau upah)

Upah ialah uang atau sebagainya yang dapat dibayarkan sebagai
penggantian jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang dikeluarkan untuk
mengerjakan sesuatu maupun barang yang sudah diambil manfaatnya.
Dalam bentuk imbalan ija>rah bisa berbentuk material untuk sewa rumabh,
gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai
ganti sewa atau upah, asal dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.'¢

4) Ma’qu>d ‘alaih (objek perjanjia/sewa)

Ma’qu>d ‘alaih ialah barang yang dapat dijadikan sebagai objek
sewa, yakni barang yang dapat diambil manfaatnya. Manfaat dari objek
yang akan disewakan harus dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh
menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti

menyewa orang bisu untuk bicara.!”

Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-
MUT/IV/2000, rukun akad ija>rah dibagi menjadi bagian diantaranya
adalah:'®

1) Shigat lja>rah, ialah i>ja>b dan ga>bu>/ berupa pernyataan dari

kedua belah pihak yang melakukan akad atau yang berkontrak, baik
secara verbal atau dalam bentu lainnya.
2) Para pihak yang berakad, yang terdiri dari pemberi sewa/jasa dan

penyewa atau pengguna manfaat/jasa

15 Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Figih Muamalah (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 27.
16 Helmi Karim, Figih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 36.

17 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan

Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12.

18 Dewan Syari’ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah (Jakarta: Erlangga, 2014), 96.
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3) Objek akad lja>rah merupakan manfaat barang dan sewa ataupun
manfaat jasa serta upah
b. Syarat lja>rah
Adapun syarat-syarat ija>rah yang terdiri dari empat syarat, seperti
halnya syarat dalam ba i atau jual beli. Syarat-syarat ija>rah adalah sebagi
berikut:
1) Syarat Kelangsungan Akad (Nafadz)
Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad.
Syarat ini mengandung hal yang harus ditetapkan bahwa barang yang akan
dijadikan sebagai objek ija>rah harus sesuatu yang sudah dimiliki atau
sudah dikuasai secara penuh oleh. Apabila akad dilakukan oleh orang
yang tidak memiliki atau menguasai barang dengan penuh disebut ija>rah
al-fudhu. Dengan demikian ija>rah al-fudhu tidak menjadikan adanya
akad ija>rah.”’
2) Syarat Sahnya Akad
a) Kerelaan kedua belah pihak
Kedua belah pihak dalam akad tidak bolek ada unsur keterpaksaan
di dalam melakukan akad ija>rah. Apabila para pihak dipaksa
melakukan akad maka akad ija>rah tidak sah, dalam surah An-Nisa

ayat 29.

B 0585 1 Y by 28 20l 15l8E ¥ T 5 D @iy
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“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

19 Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 126.
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kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”.?°

Dari ayat diatas dapat kita ambil bahwa setiap orang-orang yang
beriman janganlah memakan harta yang bukan milik kita atau harta
orang lain. Apabila dalam perniagaan, berdaganglah dengan baik dan
benar sesuai prinsip syariah. Seperti dengan jalan saling suka sama
suka antara penjual dan pembeli artinya tidak ada kecurangan yang
dilakukan yang dapat membunuh diri kita sendiri dan orang lain,
karena Allah sangat menyayangi para hambanya.

b) Ma’qu>d ‘alaih atau objek akad ija>rah harus diketahui secara jelas
sehingga tidak menimbulkan perselisihan atavaupun dapat
menumbulkan sengketa. Apabila objek akad tidak jelas dan dapat
menimbulkan perselisihan maka akad tersebut tidak sah.

c) Upah atau penggantian manfaat haruslah diketahui karena ia adalah alat
tukar dalam tukar menukar, oleh karena itu harus diketahui
sebagaimana harga (barang dalam jual beli).

d) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubabh,
maka tidak sah ija>rah yang bertransaksi perzinahan, nyanyian dan
jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).

e) Masa [ja>rah harus diketahui, apabila waktu tidak diketahui atau tidak
jelas maka ija>rah tidak sah, karena dapat menimbulkan perselisihan
antara semua pihak.

f) Manfaat yang akan disewakan adalah milik sah dari penjual jasa atau
sudah diizinkan olehnya, karena ija>rah adalah jual beli manfaat, maka

hal ini disyaratkan seperti halnya jual beli.

20 Kementrian Agama R, Ar-Rahman Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Mikraj Khazanah

Timu, 2014), 85.
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g) Kondisi manfaat harus dapat diambil secara penuh, oleh karenanya
ija>rah tidak sah apabila manfaat dari sesuatu tersebut tidak dapat
diambil secara penuh. Seperti halnya dengan menyewa orang buta
untuk menjaga suatu hal dengan penglihatan.?!

3) Syarat Mengikatnya Akad lja>rah (Syarat Lu>zim)

Supaya akad ija>rah itu mengikat, dapat dilakukan dua syarat:

a) Ma’qu>d ‘Alaih, barang yang disewakan harus terhindar dari cacat
(aib) yang dapat menyebabkan terhalangnya penggunaan manfaat atas
benda yang disewa tersebut, dalam hal ini penyewa dapat memilih
antara meneruskan dengan membayar penuh atau dengan pengurangan
uang sewa dan membatalkannya.

b) Tidak terdapat udur (alasan) yang dapat membatalkan akad ija>rah.
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ija>rah dinyatakan batal karena
adanya udzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada
udzur.”

c) Akan tetapi, menurut jumhur ulama akad ija>rah tidak batal karena
udzu>r selama objek akad yakni manfaat itu tidak hilang.

4) Syarat Terjadinya Akad (Syarat In ‘iga>d)

Syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad,
maksudnya syarat yang paling penting berkaitan dengan syarat ‘agid .
‘Agid 1alah orang atau pihak yang melakukan akad disyaratkan harus
berakal dan mumayyiz.

Menurut ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabillah, ‘agid disyaratkan harus

baligh dan berakal, maka orang yang belum dewasa dan tidak berakal

2l Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz, Figih Muyyasar: Panduan Praktis Figih dan Hukum
Islam Terj (Jakarta: Darul Haq, 2015), 288.
22 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: CV. Mustaka Setia, 2004), 129.
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seperti anak kecil dan orang gila ija>rah tidak sah. Ulama Syafi’iyyah dan
Hanabillah mensyaratkan bahwa orang yang berakad harus mukallaf,
yakni baligh dan berakal. Sedangkan anak mumayyiz belum dapat
dikatakan ahli akad.??

Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua
pihak yang melakukan akad tidak harus baligh atau dewasa. Dengan
demikian apabila anak mumayyiz menyewakan sesuatu barang miliknya
atau memperkerjakan dirinya sebagai tenaga kerja, maka hukum akadnya
dapat dikatakan sah apabila dengan syarat mendapatkan persetujuan dari

walinya.

4. Macam-Macam [ja>rah
Dipandang dari segi objek akadnya ija>rah dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu ija>rah atas manfaat dan ijja>rah atas pekerjaan, penjelasan
sebagai berikut:

a) lja>rah atas manfaat (sewa menyewa), merupakan ija>rah yang objek
akadnya adalah manfaat. Akad sewa menyewa diperbolehkan atas manfaat
yang mubah. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan,
karena barangnya haram.

b) lja>rah atas pekerjaan ialah ija>rah yang digunakan untuk memperoleh jasa
dari seseorang dengan cara membayar upah atas jasa yang diperoleh, seperti
membangun bangunan, menjahit baju, mewarnai baju, membawakan barang

ke tempat lain dan lain-lain.

5. Hal-Hal yang Harus dilakukan Oleh Mua jir dan Musta jir
Ada beberapa syarat yang wajib dilakukan oleh Muajir dan Musta jir

adalah sebagi berikut:

2 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 125.
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a) Pihak yang menyewakan sesuatu wajib untuk memenuhi keperluan si
penyewa agar penyewa dapat mengambil manfaatnya secara penuh dari apa
yang ia sewa.

b) Pihak penyewa wajib menghilangkan atau memusnahkan apa yang telah
terjadi karena perbuatannya sebelum ia menyerahkan kembali apa yang telah
1a sewa seperti awal ia menyewanya

¢) lja>rah merupakan akad yang wajib ditaati atas kedua belah pihak, karena
ija>rah ialah salah satu dari bentuk jual beli maka hukumnya serupa dengan
hukum jual beli. Masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali
atas persetujuan salah satu pihak lainnya, lain halnya jika ada kerusakan yang
terjadi ketika akad masih berlangsung dan penyewa tidak mengetahuinya

maka boleh membatalkannya.

6. Menyewakan Barang Sewaan

Pihak yang menyewa (musta’jir) dapat menyewakan barang yang telah
disewa tersebut kepada pihak lain, dengan syarat bahwa penggunaan manfaat
barang tersebut sama dengan perjanjian awal akad pada saat penyewa pertama
(mu’ajir) melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik asli barang
tersebut.

Pembayaran sewa yang digunakan untuk menyewakan barang yang kedua
ini bebas sesuai keinginan, dapat lebih rendah dari sebelumnya ataupun lebih
tinggi dari sebelumnya bahkan sama atau seimbang.

Namun jika ada kerusakan pada barang tersebut yang bertanggung jawab

adalah pemilik barang (mu’ajir), apabila kerusakan barang atas kelalaian si
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penyewa (musta’jir) maka yang bertanggung jawab adalah mustajir itu

sendiri.?*

7. Berakhirnya Akad lja>rah
lja>rah akan menjadi batal apabila terdapat hal-hal sebagi berikut:

a) Menurut pendapat ulama Hanafi, meninggalnya salah satu pihak yang telah
melakukan akad. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak
tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad, karena akad Zlja>rah
merupakan akad /azim, jika salah satu pihak ada yang meninggal maka dapat
diteruskan kepada ahli warisnya dan boleh menuntut dilanjutkan atau
dibatalkan akad tersebut.

b) Igalah ialah pembatalan dari kedua belah pihak, karena ija>rah adalah akad
mu’awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga dapat dilakukan
pembatalan oleh para pihak seperti halnya jual beli.

¢) Hilangnya tujuan manfaat yang diinginkan dalam akad ija>rah tersebut.
Seperti menyewa dokter untuk mengobatinya namun ia sudah sembuh
sebelum dokter menjalankan amanahnya.

d) Rusak dan hilangnya barang yang telah disewakan, sehingga ija>rah tidak
akan mungkin untuk dilanjutkan.

e) Telah selesainya masa sewa, kecualiada udzur. Misalnya menyewa tanah
untuk ditanami, akan tetapi setelah masa sewa selesai tanaman belum dapat
dipanen maka ija>rah dianggap belum selesai.

f) Pembatalan sepihak atau ada udzur dari salah satu pihak, misalnya rumah
yang disewakan disita oleh Negara karena adanya hutang maka akad ija>rah

batal.

24 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 121.
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Apabila akad ija>rah telah brakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan
barang yang disewanya. Jika barang tersebut dapat dipindahkan wajib
menyerahkannya kepada pemilik barangnya dan jika barang tidak dapat
dipindahkan atau bentuk barang sewa adalah barang tetap maka penyewa wajib
menyerahkan kembali dengan keadaan kosong seperti semula, apabila barang
sewa berbentuk tanah ia wajib menyerahkan kepada memiliknya dalam keadaan
tanah kosong dari tanaman ataupun bangunan kecuali bila ada kesulitan untuk
memusnahkannya.

Menurut Sayyid Sabiq ija>rah akan badal dan berakhir apabila terdapat
hal-hal sebagai berikut:

a) Adanya cacat pada barang sewaan saat barang berada ditangan pihak
penyewa.

b) Rusaknya barang yang disewa, sama halnya dengan ambruknya rumah,
runtuhnya bangunan gedung yang disewa.

c) Rusaknya barang yang telah diupahkan, semisal bahan baju yang telah
diupahkan untuk dijahit.

d) Sudah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan serta selesainya pekerjaan .

e) Hanafiyah berpendapat bahwa salah satu pihak dapat membatalkan akad
apabila ada udzur seperti disitanya rumah atau bangunan maka akad akan
berakhir. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa yang mengakhiri
akad ija>rah itu apabila objek mengandung cacat atau manfaatnya telah
hilang.

f) Wahbah az-Zuhaili juga mempunyai pendapat yang berbeda bahwa akad

ija>rah akan berakhir apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
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1) Akad Jja>rah telah habi atau selesai. 2>

2) Dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, dikarenakan akad
ija>rah dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar.

3) Berakhir dengan adanya kerusakan pada benda yang disewakan dalam
akad ija>rah.

4) Akad ija>rah dapat berakhir karena masa yang telah habis kecuali ada

udzur atau halangan lainnya.?%

B. lja>rah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 20 nomor 9 memuat
definisi ijja>rah yang berisi bahwa ija>rah adalah sewa barang dalam jangka
waktu tertentu dengan pembayaran.?’

Pada awal lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) saat wakil
rakyat di Senayan merevisi Undang-Undang nomor 7 tahun 1998 tentang Peradilan
Agama lalu lahirlah Undang-Undang nomer 3 tahun 2006 dengan Undang-Undang
Peradilan Agama yang baru ini, perubahan yag paling mencolok terdapat pada
pasal 49, pasal itu sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama mempunyai
perumususan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi.?® Lahirnya KHES
berawal dari terbitnya Undang-Undang nomor 3 2006 memperluas kewenangan
Peradilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat
Islam. Kemudian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan dalam
bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomer 2 tahun 2008 tentang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

25 Wahbah al Zuhaili, Figh al Islami wa Adillatuhu,Jilid 5...., 429 - 431

26 Ibid,. h. 435.

27 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 102.
28 Mardani, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 42.
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Pembahasan ija>rah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
meliputi beberapa unsur yaitu: Pertama, membahas mengenai rukun-rukun ija>rah.
Kedua, membahas tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian akad ija>rah.
Ketiga, dalam KHES menerangkan mengenai uang ija>rah dan cara
pembayarannya. Keempat, menjelaskan tentang pemeliharaan objek ija>rah serta
tanggung jawab kerusakan dan jangka waktu ija>rah. Kelima, menerangkan
mengenai penggunaan objek ija>rah. Keenam, menjelaskan tentang pengembalian
objek ija>rah. Ketuju, merupakan bagian dari jenis-jenis benda atau barang
ija>rah (Ma’jur). Kedelapan, dalam bagian ini merupakan bagian terakhir yang
akan dibahas dari 1si skripsi ini yang berisi tentang pengembalian objek ija>rah.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang akad ija>rah di dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan beberapa pasal yang menyangkut
dengan judul skripsi ini. Pertama, dalam bagian pertama merupakan bagian yang
membahas tentang rukun ija>rah dalam pasal 295 bab 11 bagian pertama butir (a)

sampai (d) dan isi dalam pasal ini sebagai berikut:

a. Musta’jir/ pihak yang menyewa

Maksud dari kalimat ini adalah dalam ija>rah harus memenuhi rukun
ija>rah salah satunya Musta’jir. Musta’jir adalah pihak yang akan atau
membutuhkan barang atau jasa guna diambil manfaatnya dan harus memberikan
ganti/upah untuk mengganti apa yang telah digunakan atau yang telah diambil
manfaatnya.?
b. Mu ajir pihak yang menyewakan

Selain Musta jir, dalam rukun ija>rah harus ada Mu’ajir. Mu’ajir ialah

pihak yang memiliki barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya oleh orang

2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Y ogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2018), 70.
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lain dengan ketentuan dan kesepakatan diawal dengan pihak yang menyewa atas
prosedur-prosedur sewa-menyewa (lja>rah).*°
C. Ma’jur benda yang diija>rahkan

Dalam akad ija>rah tidak sah apabila tidak ada barang dan jasa yang akan
disewakan. Barang dan jasa dalam akad ija>rah harus sesuai dengan syariat dan
memenuhi syarat dan rukun dalam sewa-menyewa (lja>rah).
d. Akad

Dalam rukun ija>rah akad, akad merupakan kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih dan saling berjanji untuk dapat
melaksanakannya, akad tersebut merupakan gabungan antara ija>b dan ga>bul.

Bagian kedua, membahas mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian
ija>rah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 303 berisi Mu ajir
haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Maksud dari pasal ini adalah pihak
yang menyewakan harus pihak yang memiliki barang yang disewakan secara utuh,
wakil atau ahli waris dari barang yang disewakan ataupun pihak yang sudah
diamanati oleh pemilik barang yang sebenarnya (pengampunya) guna menjaga dan
mengelola barang tersebut, apabila pihak yang menyewakan itu bukan pemilik asli
dari barang tersebut maka secara tidak langsung akad ija>rah tersebut batal dan
tidak sah.

Ketiga, menjelaskan mengenai uang ija>rah dan cara pembayarannya. Jasa
dalam penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan benda yang lainnya
berdasarkan kesepakatan. Jasa penyewaan tersebut dapat dibayar dan boleh tanpa
menggunakan uang muka, pembayaran dapat didahulukan, pembayaran pada akhir

penggunaan objek ija>rah, ataupun dihutangkan berdasarkan kesepakatan kedua

39 1bid,. h. 70.



37

belah pihak. Uang muka yang sudah dibayarkan oleh pihak penyewa tidak dapat
dikembalikan kecuali telah ditentukan dalam akad ija>rah.’’!

Keempat, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menuliskan
mengenai penggunaan objek ija>rah, pihak yang menyewa dapat menggunakan
atau mengambil manfaat dari objek ija>rah secara bebas apabila akad dilakukan
dengan mutlak. Pihak yang menyewa hanya dapat menggunakan objek tersebut
dengan keadaaan tertentu jika akad ija>rah dilakukan secara terbatas. Pihak yang
menyewa dilarang atau tidak boleh menyewakan dan meminjamkan suatu objek
ija>rah kepada pihak lain kecuali tanpa izin dari pihak yang menyewakan atau
wakilnya.*

Kelima, dalam bagian lima pemeliharaan objek atau barang ija>rah, tanggung
jawab atas kerusakan dan penurunan nilai beserta jangka waktu ija>rah.
Pemeliharaan objek ija>rah merupakan tanggung jawab pihak penyewa kecuali
telah disepakati dalam akad lain. Apabila objek ija>rah mengalami kerusakan pada
saat waktu akad yang telah terjadi bukan karena kelalain pihak penyewa maka
pihak yang menyewakan tersebut wajib mengganti. Sedangkan dalam akad ija>rah
tidak di tetapkan mengenai para pihak yang yang bertanggung jawab atas semua
kerusakan objek ija>rah maka dalam hal ini hukum kebiasaan yang berlaku dalam
lingkungan para pihak sebagai rujukan hukum.

Keenam, bagian ini menjelaskan tentang harga dan jangka waktu ija>rah.
Nilai atau harga ija>rah dapat ditentukan dengan berdasarkan satuan waktu.
Satuan waktu dalam hal ini dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan atau
tahun. Pada awal waktu ija>rah ditetapkan dalam akad atas dasar kebiasaan. Masa

dalam ija>rah dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah

31 Muhammad Syafi’l Antonio, Hukum Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press,
2001)
32 Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 286.
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pihak.>® Apabila ada kelebihan waktu dalam ija>rah yang dilakukan oleh pihak
yang menyewa maka harus membayar kelebihan tersebut berdasarkan kesepakatan
awal para pihak atau kebiasaan.

Ketujuh, membicarakan mengenai berbagai jenis barang yang dapat dijadikan
objek ija>rah serta pengembalian objek ija>rah. Barang atau jasa yang dapat di-
ija>rah-kan harus barang yang halal tidak haram atau mubah. Barang ija>rah
harus dipergunakan sebagai hal-hal yang di benarkan oleh syariat. Semua barang
yang dapat dijadikan objek jual beli maka dapat juga dijadikan objek ija>rah.
Benda yang disewakan atau dijadikan objek ija>rah boleh keseluruhan dari barang
tersebut dan boleh sebagian barang yang telah ditetapkan dalam akad ija>rah. Jika
seluruh hak-hak tambahan pihak yang menyewa tidak ditetapkan dalam akad
tersebut maka hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.>*

Kedelapan, dalam bagian kedelapan ini membahas mengenai pengembalian
objek dalam akad ija>rah. Akad ija>rah berakhir dengan selesainya masa atau
waktu ija>rah yang telah ditetapkan dalam akad. Pengembalian objek lja>rah
dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam akad. Seperti
kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya secara langsung
pada pemilik barang tersebut.?®

Kemudian, cara untuk mengembalikan objek atau barang yang di-ija>rah-kan
tidak ditentukan sama sekali dalam akad maka, pengembalian barang tersebut

harus dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang semestinya.

33 Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),

118.

3% Oni Sahroni, Figih Muamalah Kontemporer Jilid 3 (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 240.
35 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010),

284.



BAB III
PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAH MILIK DESA BOGOREJO

KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Bogorejo

Desa Bogorejo merupakan salah satu desa yang di wilayah kabupaten Tuban,
desa ini berada di bawah naungan pemerintah daerah dan kemendesa. Desa
Bogorejo juga memiliki 4 pedukuhan yaitu antara lain Kuthi, Mulung, Jedung dan
Bogoran. Desa Bogorejo terletak di ujung utara kecataman Merakurak, tepatnya
berdekatan kecamatan Tuban dan dekat dengan pesisir pantai Tuban hanya berjarak
sekitar 5 kilo meter.

Walaupun desa ini cukup kecil namun sistem pemerintahan desa Bogorejo ini
cukup sistematis. Dalam hal aktifitas perangkatnya sudah cukup aktif dan cepat
tanggap. Misalnya pada saat mengurus surat-surat penting yang prosesnya sudah
cukup cepat yaitu hanya dengan memakan waktu sekitar satu minggu atau enam
hari kerja saja.

Desa ini dapat di bilang desa yang tertinggal untuk bidang pembangunan,
semua itu dapat dilihat dari masih minimnya fasilitas umum seperti sekolah yaitu

SMP dan SMA serta pusat kesehatan.!

1. Keadaan Geografis
Tuban merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur.
Dapat dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Tuban berada di bagian sebelah
timur Kabupaten Lamongan, Kabupaten Rembang (Jateng) sebelah barat,
kabupaten Bojonegoro di sebelah Selatan dan berbatasan dengan laut jawa pada

sebelah utara.

! Format Isian Data Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten
Tuban (Tuban, 2015), 2.

39
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Desa Bogorejo yang berada di kecamatan Merakurak kabupaten Tuban ini

memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

a. Sebelah utara : Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu,

b. Sebelah timur : Desa Mondokan Kecamatan Tuban,

c. Sebelah selatan  : Desa Sumurgung Kecamatan Tuban, dan
d. Sebelah barat : Desa Sendanghaji Kecamatan Merakurak.

Adapun luas wilayah dari desa Bogorejo kabupaten Tuban secara
keseluruhan ialah 258.811 Ha. Desa Bogorejo terletak pada posisi 115.7.20 LS
8.7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut. Jika
dirincikan dari sisi manfaat tanahnya, antara lain:

a. Tanah Persawahan :146.405 Ha/m?.
b. Tanah Pemukiman :112.406 Ha/m?.?

Penduduk Desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban pada umumnya
merupakan penduduk asli dan ada sebagian penduduk pendatang. Dengan
jumlah penduduk 2.594 jiwa dan 692 Kepala Keluarga, yang terdiri terbagi dari

laki-laki 1.284 jiwa dan perempuan 1.310 jiwa.’

2. Keadaan Pendidikan
Tingkat pendidikan di desa Bogorejo termasuk dalam tingkat menengah
keatas dikarenakan banyak kesadaran dari masyarakat tersebut. Namun, dalam
sarana prasarana lembaga pendidikan belum dapat dikatakan tinggi karena
dalam sarana prasarana lembaga pendidikan kurang. Oleh karenanya, dengan
kondisi seperti ini para anak-anak atau masyarakat yang masih harus menempuh
pendidikan di desa ini untuk menempuh pendidikannya harus di wilayah desa

atau kecamatan lain ataupun menempuh pendidikan di kota lain, dikarenakan

21bid., h. 2-3.
3 Ibid., h. 18.
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desa ini tidaklah terlalu luas. Namun, tidak mematahkan semangat para
penduduk untuk menempuh pendidikan hal ini dapat dilihat dari adanya sebuah
bangunan play group, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sebuah pondok
pesantren. Bangunan-bangunan tersebut merupakan bentuk wujud adanya
semangat belajar yang dimulai dari sejak usia dini.

Namun, ada juga yang mempengaruhi sehingga ada juga beberapa warga
desa Bogorejo ini yang termasuk dalam golongan tidak pernah mengenyam
pendidikan sama sekali. Golongan ini menyebabkan mereka termasuk orang
yang buta huruf. Adapun beberapa warga yang mengenyam pendidikan sampai
progran diploma, sarjana hingga megister. Hal tersebut dapat dilihat dari buku
Isian Potensi Desa dan Kelurahan Bogorejo. Sebanyak 37 orang warga Desa
Bogorejo yang lulus dengan gelar diploma, sarjana, maupun megister. Tidak
menutup kemungkinan bahwa banyak anak-anak di desa tersebut hanya tamat

pendidikan di bangku SMA bahkan ada juga yang hanya tamat di bangku SMP.

Keadaan Ekonomi

Besarnya peningkatan kondisi perekonomian atau sumber daya alam desa
Bogorejo kecematan Merakurak kabupaten Tuban ini diiringi dengan adanya
potensi sumber daya alam yang dapat dilihat dari pendapatan perkapita menurut
sektor usaha keluarga. Hal ini terbukti dengan adanya Jumlah data masyarakat
yang memiliki asset ekonomi berupa tanah. Jumlah masyarakat yang memiliki
tanah dibawah 1,0 ha 37 orang, tanah kurang dari 0,10 ha 690 dimiliki orang,
dan yang memiliki tanah 1,0 sampai dengan 5,0 ha 3 orang, serta ada 7 orang
(kepala keluarga) tidak memiki aset tanah sama sekali kecuali tanah yang
dijadikan tempat tinggal.

Besarnya sumber daya manusia desa Bogorejo diiringi dengan adanya

sumber daya alam, pendapatan perkapita menurut sektor usaha sebagai berikut:
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a. Pertanian, jumlah rumah tangga dalam sektor pertanian adalah 1.284
keluarga, jumlah anggota keluarga sebanyak 2.594 orang, dan jumlah
perkapita adalah 0,5%.

b. Perkebunan, jumlah rumah tangga yang berpendapatan dalam sektor
perkebunan adalah 1.184 keluarga, jumlah anggota rumah tangga berjumlah
1.484 orang dan jumlah pendapatan perkapita berjumlah 0,4%.

c. Peternakan, jumlah rumah tangga dalam sektor peternakan adalah 8 keluarga,
jumlah anggota rumah tangga berjumlah 45, jumlah pendapatan perkapita

berjumlah 1.0%.

. Keadaan Keagamaan

Masyarakat desa Bogorejo kecamatan Merakurak kabupeten Tuban
mayoritas atau sebagian besar memeluk agama Islam, dapat dilihat dari data
isian profil desa dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari banyaknya
fasilitas ibadah seperti Musholla dan Masjid. Dengan hasil penelitian jumlah
Musholla sebanyak 22 Musholla dan 3 Mas;jid.

Adanya pondok pesantren di Desa Bogorejo dapat mencerminkan bahwa
desa tersebut cukup maju dalam perkembangan bidang agama Islam. Dengan
kata lain sarana dan prasarana beribadah dan pendukung belajar agama sudah
cukup memadai karena sudah cukup banyaknya fasilitas beribadah yang ada di
desa Bogorejo.

Adapun kegiatan keagamaan maupun tradisi turun temurun yang rutin
dilakukan di desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban ini adalah sebagai
berikut:

a. Pengajian sekaligus musyawarah desa yang rutin diikuti oleh bapak-bapak

setiap seminggu sekali.
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b. Setiap seminggu seklai ada pembacaan yasin dan tahlil serta kegiatan arisan
yang diagendakan para ibu-ibu desa Bogorejo.

c. Mengadakan pengajian disetiap Maulid Nabi serta mendatangkan kyai
penceramah dari berbagai daerah dan berbagai pesantren besar.

d. Pengajian bersama atau tasyakuran bersama setiap malam sebelum acara
pernikahan maupun khitanan setiap warga desa Bogorejo.

Hasil data isian daftar profil desa Bogorejo kecamatan Merakurak
kabupaten Tuban dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu, dikarenakan
data yang penulis ambil adalah data terbaru tahun 2015 yang belum ada
pembaharuan lagi dari pemerintahan kebupaten Tuban.

B. Praktik Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintahan Desa Bogorejo
Sebelum memaparkan hasil wawancara dari responden, penulis akan

menuliskan daftar nama para pihak responden sebagai berikut:

No | Nama Umur | Pekerjaan Alamat

Ds. Sumurgung, Kec. Tuban,
1 Gunokar | 60 Tahun Petani
Kab. Tuban

Ds. Bogorejo, Kec. Merakurak,
2 | Sumiatun | 47 Tahun | Pedagang
Kab. Tuban

Sekretaris | Ds. Bogorejo, Kec. Merakurak,
3 | Sudarso | 58 Tahun
Desa Kab. Tuban

Dsn. Ngemplak, Ds.
4 Darmo | 64 Tahun Petani Sumurgung, Kec. Tuban Kab.

Tuban

Dsn. Mulung, Ds. Bogorejo,
5 Karni 55 Tahun | Pedagang
Kec. Merakurak, Kab. Tuban
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Kuli Ds. Sumurgung, Kec. Tuban,
6 Sukir 35 Tahun
Bangunan Kab. Tuban
Ibu

Dsn. Bongkol, Ds. Sumurgung,
7 Sriwati | 38 Tahun | Rumah
Kec. Tuban, Kab. Tuban
Tangga

Rt 9 Rw 2, Ds. Mondokan, Kec.
8 Budi 40 Tahun | Mekanik
Tuban, Kab. Tuban

Rt 9 Rw 2, Ds. Mondokan,
9 Abidin | 39 Tahun | Pedagang
Kec.Tuban, Kab. Tuban

Ds. Sendang Haji, Kec.
10 Seno 33 Tahun Petani
Merakurak, Kab. Tuban

Ds. Sendang Haji, Kec.
11 Yasir 41 Tahun | Pedagang
Merakurak, Kab. Tuban

Ibu
Ds. Sendang Haji, Kec.
12 | Sarmini | 36 Tahun Rumah
Merakurak, Kab. Tuban
Tangga

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di desa Bogorejo kecamatan
Merakurak kabupaten Tuban, penulis akan memaparkan hasil dari wawancara
mengenai pelaksanaan praktik sewa menyewa tanah milik desa Bogorejo
kecamatan Merakurak kabupaten Tuban. Berikut adalah pemaparan data profil
responden selama proses wawancara berlangsung.

Gunokar yang sekarang berumur 60 tahun, beliau berprofesi sebagai petani
dan bertempat tinggal di desa Sumurgung kecamatan Tuban kabupaten Tuban.
Selain menjadi petani beliau juga menjadi pedagang untuk menambah penghasilan.

Beliau membuka usaha dengan menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan
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Merakurak kabupaten Tuban berupa tanah pekarangan melalui Carik (Sekdes)
dengan masa sewa selama 10 tahun. Perjanjian yang beliau buat dengan sekdes
desa Bogorejo tanah tersebut untuk ditanami jenis tanaman kacang-kacangan atau
di buat perkebunan. Setelah beberapa tahun kemudian karena faktor lain tanah
yang disewa beliau didirikan sebuah bangunan dari kayu untuk tujuan mendirikan
usaha dengan menjual makanan dan minuman. Namun, setelah 5 tahun berjalan
Gunokar berhenti berjualan karena faktor usia dan melanjutkan kegiatannya di
rumah dengan beternak kambing dan ayam. Masa berlaku sewa menyewa tanah
kepada pemerintah desa masih berlaku dan masih tersisa 5 tahun.

Sudarso merupakan seorang sekretaris desa Bogorejo kecamatan Merakurak
kabupaten Tuban yang sekarang berumur 58 tahun, beliau tinggal di desa Bogorejo
kecamatan Merakurak kabupaten Tuban. Beliau yang bertanggung jawab
mengelola aset desa termasuk tanah bengkok (Tanah Kas Desa). Gunokar datang
ke Sudarso guna melakukan sewa menyewa tanah tersebut. *

Sumiatun adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini berumur 47 tahun,
beliau tinggal di Ds. Bogorejo, Kec. Merakurak, Kab. Tuban. selain menjadi ibu
rumah tangga beliau berprofesi sebagai pedagang makanan dan memiliki warung
makanan di J1.Sunan Kalijaga kecamatan Tuban kabupaten Tuban. Setelah 6 bulan
berjalan beliau memutuskan untuk berpindah tempat usaha atau berdagang karena
masa sewa sudah berakhir. Kemudian beliau menyewa tanah beserta bangunannya
kepada Gunokar yang berlokasi di Jalan Raya Merakurak desa Bogorejo kecamatan
Merakurak kabupaten Tuban dengan masa sewa selama 5 tahun seharga Rp
10.000.000,- (10 juta). Beliau menyewa kepada Gunokar atas saran kakak tirinya

yang bernama Darmo.

* Gunokar, Wawancara, Tuban, 6 Agustus 2020.
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Darmo adalah seorang petani yang saat ini berumur 64 tahun, beliau tinggal di
dusun ngemplak desa Sumurgung kecamatan Merakurak kabupaten Tuban, selain
bertani beliau juga berternak sapi dan kambing untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Beliau merupakan saudara tiri dari Sumiatun dan juga teman dari
Gunori. Melihat Sumiatun yang mencari tempat untuk melanjutkan usahanya
berjualan, lalu beliau menyarankan Sumiatun adik tirinya untuk menyewa tanah
beserta warungnya yang tanahnya berstatus milik desa Bogorejo kecamatan
Merakurak kabupaten Tuban yang saat itu masih dalam masa sewa Gunokar.’

Dalam praktik sewa menyewa tanah yang dimiliki oleh desa Bogorejo
kecamatan Merakurak Tuban guna mendirikan usaha ataupun bertani untuk
masyarakat yang membutuhkan lahan dengan cara sewa menyewa ataupun jual
beli. Jangka waktu pemanfaatan lahan ditentukan oleh masing-masing pihak
penyewa sesuai dengan kesepakatan di awal akad atau perjanjian diawal. Apabila
jangka waktu tersebut sudah jatuh tempo maka pihak penyewa dapat
memperpanjang masa sewa atau mengakhir perjanjian dapat juga mengakhirinya
dengan jual beli.®

Akad disini merupakan suatu ungkapan tentang semua hal yang menyangkut
pelaksanaan sewa menyewa antara penyewa tanah desa dengan penyewa kedua
bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.
Alasan pemerintah desa menyewakan tanah bengkok (Tanah Kas Desa) untuk
menambah pendapatan desa dan masuk kedalam uang kas desa.” Transaksi sewa
menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban untuk

mendirikan usaha seperti penjual makanan, pertokoan, cuci mobil dan motor,

5> Darmo, Wawancara, Tuban, 8 Agustus 2020.
¢ Sudarso, Wawancara, Tuban, 7 Agustus 2020.
7 Sudarso, Wawancara, Tuban, 7 Agustus 2020.
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bengkel, cafe maupun warung kopi atau digunakan untuk becocok tanam seperti
bertani, berkebun dan lain lain.

Dalam proses transaksi sewa menyewa tersebut adalah salah seorang pihak
yang menyewa tanah kepada pemerintah desa yaitu Gunokar guna bercocok tanam
atau berkebun dalam berjanjian awalnya dengan jangka waktu 10 tahun, kemudian
oleh Gunokar didirikan bangunan diatas tanah tersebut. Setelah berjalanya waktu 5
tahun pada berlangsungnya masa sewa menyewa tersebut pihak penyewa
memutuskan untuk tidak membuka lagi usahanya dan memilih untuk
membiyarkannya. Pada suatu hari ada salah seorang yang datang kepada Gunokar
yaitu Sumiatun, beliau menanyakan mengenai lahan yang dipakai Gunokar pada
waktu itu. Dan apakah boleh dipergunakan oleh Sumiatun.

Gunokar menceritakan tentang lahan yang ditempatinya merupakan milik dari
pemerintah desa dan beliau meminjamnya guna bercocok tanam lalu selang waktu
berjalan Gunukar mendirikan bangunan tersebut untuk mendirikan usaha.
Kemudian beliau menjalankan usahanya selama kurang lebih 5 tahun dengan masa
sewa 10 tahun, namun selang beberapa waktu Gunokar berhenti menjalankan
usahanya dikarenakan faktor usia yang tidak memungkinkan lagi untuk
menjalankan usahanya. “saya meminjam tanah ini kepada desa untuk saya gunakan
untuk berkebun bukan untuk saya sewakan, tapi apabila Sumiatun berniat untuk
melanjutkan sewa lahan yang saya sewa saat ini tetapi harus sesuai perjanjian di
awal akad dengan saya”.® Begitupun pemapaparan dari Gunokar latar belakang
beliau menyewa tanah kepada pemerintah desa Bogorejo kecamatan Merakurak
kabupaten Tuban.

Setelah mendengarkan cerita dari Gunokar, Sumiatun berkeinginan untuk

melanjutkan menyewa lahan beserta bangunan dari kayu tersebut dan

8 Gunokar, Wawancara, Tuban, 8 Agustus 2020.
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menerofasinya yang sudah dijalankan oleh Gunokar setelah mendapat saran dari
kakaknya yang bernama Darmo. Kemudian, Gunokar menyetujui niat dari
Sumiatun untuk melanjutkan usahanya dengan membayar sewa lahan langsung
kepada Gunokar, jadi dalam hal ini Gunokar sebagai pihak yang menyewakan dan
Sumiatun sebagai pihak yang menyewa.

Sistem pembayaran sewa menyewa tanah yang beratas nama atau milik desa
untuk disewakan kembali dibayar dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal
perjanjian, ingin dibayar keseluruhan diawal akad atau membayar dengan cara
menyicil setiap beberapa bulan saat masa sewa berlaku. Pernyataan ini di
sampaikan oleh penyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban
yaitu Gunokar.

Pernyataan yang di sampaikan Sumiatun selaku pihak yang menyewa yakni
kesepakatan dalam pembayaran sewa menyewa tanah guna mendirikan usaha
bahwa pembayaran sewa tanah tersebut dibayar keseluruhan pada awal akad,
dengan melunasi seluruh pembayaran sewa kepada Gunokar selaku pihak yang
menyewakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa
penyewaan 5 tahun.’

Sewa menyewa ini dilakukan secara individu dengan individu dan tidak
berkelompok yaitu antara Gunokar dengan Sumiatun, Gunokar menjadi pihak yang
menyewakan atau Mu’ajir dan Sumiatun sebagai pihak yang menyewa atau
Musta ’jir. Dalam proses sewa menyewa ini dilakukan oleh perorangan dengan
menggunakan saksi. Namun bukan dari pithak yang memiliki tanah tersebut dan
juga sudah berbeda dalam hal pemanfaatan tanah tersebut atau objek sewanya

sehingga ada cacat dalam transaksi tersebut.

® Sumiatun, Wawancara, Tuban, 9 Agustus 2020.
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Karni yang berumur 55 tahun salah seorang pemilik toko yang ada di Desa
Bogorejo. Karni mendirikan usahanya sudah cukup lama yaitu kurang lebih 20
tahun. Beliau membeli sebuah toko milik Desa Bogorejo yang berukuran 4 m? X 4
m? Persegi seharga Rp. 40.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada saat itu harga
bangunan masih cukup terjangkau dengan bangunan yang sudah cukup kuat. Karni
memutuskan untuk membeli toko di pinggir jalan Desa Bogorejo guna mendirikan
usahanya supaya ramai pembeli, karena jalan tersebut menghubungkan antara
kecamatan Tuban dengan kecamatan Merakurak. Setelah beliau membeli dan
menjalankan usahanya selama 20 tahun tersebut, beliau merasa lelah karena faktor
usianya yang semakin tidak muda lagi dan dikarenakan beliau sempat terkena sakit
yang cukup serius. Kemudian beliau memutuskan untuk menyewakan toko tersebut
kepada orang lain agar tetap dapat di manfaatkan dan tetap mendapat pengahasilan
tambahan. '

Sukir seorang kuli bangunan beranak 2 yang sekarang usianya 35 tahun
bertempat tinggal di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban ini sedang memikirkan
rencana mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari
keluarganya. Kemudian Sukir melihat poster yang tertera didepan toko Karni di
Jalan Merakurak-Tuban Desa Bogorejo bahwa toko tersebut disewakan, langsung
terlintas di benak Sukir untuk menyewa bangunan toko tersebut yang sangat
strategis. Namun, Sukir tidak ingin menempati toko tersebut untuk mendirikan
usahanya secara pribadi karena Sukir tidak mempunyai modal yang cukup untuk
mengisi toko tersebut atau mendirikan usaha yang lainnya. Sukir ingin menyewa
toko tersebut untuk disewakan lagi kepada pihak yang lain yang membutuhkan
tempat usaha. Akhirnya sukir menghubungi Karni dan bernegosiasi mengenai

bangunan tersebut. Biaya sewa yang di tawarkan Karni adalah sebesar Rp.

10 Karni, Wawancara, Tuban, 7 Maret 2020.
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500.000,- (Lima ratus ribu) per bulan. Akhirnya Sukir menyetujui dan menyewa
kepada Karni 1 tahun yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan Karni
pun menyetujuinya, Akad pun berlangsung.'!

Sriwati seorang ibu rumah tangga yang berumur 38 tahun bertempat tinggal di
desa Sumurgung dusun Bongkol Rt 6 Rw 2. Beliau sehari-hari mengurus rumah
dan merawat anaknnya yang berumur 7 tahun dan 4 tahun. Sriwati ingin sekali
memiliki usaha sendiri agar dapat membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh
di sawah orang dan memelihara kambing di rumahnya. Sriwati sangat pandai
dalam masak memasak, semua makanan yang dibuatnya selalu menarik perhatian
tetangganya dan juga orang lain. Kadang kala setiap bulan puasa Sriwati membuat
makanan atau sayur jadi yang di jualnya didepan rumahnya setiap sore hari.
Sriwati berkeinginan untuk memiliki kedai ataupun lapak untuk membuka warung
makanan, tetapi apabila disuruh membangun atau membeli tanah Sriwati belum
mampu. Apabila ada bangunan atau tempat untuk berjualan Sriwati ingin
menyewanya dan membuka warung makan sederhana dengan masakan rumahan.

Suatu hari suami Sriwati berinesiatif mencarika tempat untuk istrinya dan
kemudian menemukannya melalui temannya. Akhirnya Sriwati mengenal Sukir
yang pada saat itu menawarkan menyewakan sebuah bangunan yang cukp untuk
membuka usaha warung makan yang di impikannya. Sriwati lalu mengetahui
bahwa lokasi bangunan atau tempat tersebut di pinggir jalan Merakurak — Tuban,
Sriwati pun langsung ingin melihat lokasinya. Kemudian Sriwati akhirnya
menyetujui dan suka dengan lokasinya dan setuju dengan biaya sewa yang di
sampaikan Sukir kepada Sriwati. Sukir menawarkan biaya sewa sebesar Rp.
15.000.000,-/thn (Lima belas juta rupiah) dan Sriwati setuju kemudian menetapkan

akad dan kapan mulai ditempati atau digunakan dan Sriwati ingin menyewanya

1 Sukir, Wawancara, Tuban, 7 Maret 2020.
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selama 2 tahun dengan cara membayar uang sewa setiap bulan jadi total yang harus
dibayar Sriwati adalah Rp. 30.000.000,-. Lalu Sukir mengiya kan dan
menyepakatinya Sukir menyewakan lebih tinggi dari pada ia menyewa kepada
Karni agar mendapat keuntungan. Sukir pun juga menyewakan selama 2 tahun ini
sudah diluar batas Sukir menyewa kepada Karni. Dalam transasi ini Sriwati
menjadi pihak ketiga yang menyewa bangunan tersebut setelah Sukir.'?

Dalam transaksi sewa menyewa bangunan yang dilakukan Sriwati dan Sukir
ini sudah cacat karena sudah melampaui batas waktu penyewaan dari pemilik
sebenarnya dan juga tanpa ijin kepada pihak pemilik objek sewa (Ma ’jur) tersebut.

Budi seorang bapak beranak 3 yang berusia 40 tahun bertempat tinggal di desa
modokan RT 9 RW 2 tersebut baru saja menyewa bangunan milik desa Bogorejo
yang berlokasi di jalan Merakurak-Tuban. Bangunan tersebut berukuran 4 m? x 6
m? sengaja di bangun oleh pihak desa untuk disewakan kepada masyarakat
setempat untuk mendirikan usaha, dengan membayar biaya sewa setiap bulannya.
Ada beberapa jenis dan ukuran yang di bangun oleh pihak desa dengan biaya yang
tentunya berbeda-beda. Budi menyewa bangunan yang berukuran 4 m? x 6 m?
tersebut untuk mendirikan usahanya sendiri yaitu membuka bengkel motor.
Sebelumnya Budi bekerja sebagai mekanik disebuah bengkel kecil di desanya
sendiri, namun saat ini Budi ingin keluar dari pekerjaannya dan mendirkan
usahanya sendiri. Budi menyewa kepada pihak desa dengan biaya sewa sebesar Rp.
1.500.000,-/bln (satu juta lima ratus ribu rupiah), Budi ingin menyewa bangunan
tersebut selama 6 bulan terlebih dahulu. Kemudian dalam perjanjian Budi
menyewa bangunan tersebut selama 6 bulan dan membayar biaya sewa bangunan

tersebut sebesar adalah Rp.9.000.000,-.

12 Sriwati, Wawancara, Tuban, 14 Maret 2020.
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Dengan beralannya waktu Budi lancar dalam usahanya tersebut kemudian
Budi memperpanjang masa sewanya selama 1 tahun jadi Budi membayar uang
sewanya kepada pihak desa Rp. 9.000.000,- lagi. Namun Budi hanya
menempatinya selama 4 bulan dikarenakan beliau ingin membeli bangunan sendiri
untuk melanjutkan usahanya. Karena uang simpanan atau tabungan Budi sudah
lumayan banyak akhirnya Budi memutuskan untuk membeli bangunan lain untuk
usahanya. Namun, sisa dari Budi membayar biaya sewa masih 2 bulan lagi Budi
tidak akan menyia-nyikan ini dan Budi pun memilih menyewakan bangunan
tersebut kepada orang lain. Kemudian Budi menyewakan bangunan tersebut
kepada Abidin yaitu teman dari Budi sendiri tanpa sepengetahuan pihak desa atau
tanpa izin pihak desa selaku pemilik dari objek tersebut.!?

Abidin adalah teman Budi sewaktu masih di bangku sekolah umur Abidin
yakni 39 tahun, Abidin berprofesi sebagai pedagang pecel lele. Beliau berjualan
menggunakan tenda di pinggir GOR Tuban tepatnya di jalan Sunan Kalijaga setiap
sore sampai dengan malam hari. Abidin tinggal di desa Sugiharjo kecamatan
Tuban. Beliau merasa sudah lelah berjualan dengan menggunakan tenda karena
harus bongkar pasang setiap buka maupun tutup, dan pada akhirnya Abidin setuju
dengan tawaran Budi untuk menyewa bangunan tersebut dengan biaya sewa
Rp.2.500.000,-/bln (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan. Apabila ingin
melanjutkan masa sewanya Abidin harus membayar biaya sewa kepada pihak desa
Bogorejo. Kalimat yang ada dalam berjanjian antara Budi dengan Abidin. Abidin
merupakan pihak ketiga penyewa bangunan milik desa Bogorejo tetapi Abidin
harus membayar biaya sewa lebih tinggi dari pada membayar biaya sewa kepada

pihak desa Bogorejo secara langsung.'* Tetapi Abidin tidak mengetahui bahwa sisa

13 Budi, Wawancara, Tuban, 7 Maret 2020.
14 Abidin, Wawancara, Tuban, 7 Maret 2020.
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jangka waktu sewa Budi hanya 2 bulan, seharusnya setelah selesai 2 bulan Abidin
membayar sewanya kepada pihak desa sebagai pemilik asli objek sewa tersebut.

Dalam transaksi diatas sudah melampaui batas dan termasuk transaksi sewa
menyewa yang cacat karena Budi menyewakan kembali bangunan milik desa
tersebut kepada pihak ketiga dengan tanpa memberitahu pihak desa. Kemudian
Budi juga sudah melampaui batas jangka waktu sewanya kepada pihak desa untuk
menyewakan kembali bangunan tersebut yang disini sebagai objek utama sewa
menyewa (Ma jur).

Desa Bogorejo tidak hanya menjual tanah, menyewakan tanah ataupun
menyewakan bangunan, tetapi juga menjual bangunan jadi siap pakai berbentuk
persegi guna mendirikan usaha seperti ruko. Seno 33 tahun adalah salah pembeli
bangunan milik desa Bogorejo. Seno tinggal di desa Sendanghaji kecamatan
Merakurak, beliau sehari-hari pergi ke sawah untuk mengurus sawahnya dan juga
menanam padi. Karena lokasi bangunan milik desa Bogorejo tersebut dekat hanya
berjarak 5 kilommeter dari rumahnya Seno ingin mempunyai salah satu dari
bangunan tersebut. Seno memilih bangunan yang cukup besar yaitu bangunan yang
berukuran 5 m? x 7 m? karena jenis bangunannya yang cukup kokoh dan bagus
dengan harga hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah melihat-lihat
dan survey lokasi Seno pun langsung menyelesaikan administrasi dan
menyelesaikan surat-surat hak milik. Namun, Seno belum ingin menempati
bangunan tersebut karena tujuan Seno adalah ingin berinvestasi dengan memiliki
bangunan tersebut. Akhirnya Seno memutuskan untuk menyewakan bangunan
tersebut kepada tetangganya yang kebetulan ingin berjualan bakso.!?

Yasir adalah tatangga Seno yang ingin berjualan bakso dan ingin menyewa

bangunan milik Seno yang berada di jalan Merakurak-Tuban desa Bogorejo.

15 Seno, Wawancara, Tuban, 13 Maret 2020.
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Kemudian Yasir bertanya kepada Seno berapa biaya sewa yang harus di keluarkan
setiap bulannya. Karena Yasir merupakan tetangga Seno sendiri akhirnya Seno
memutuskan untuk menetapkan biaya sewa bangunan tersebut lumayan rendah
yaitu Rp.600.000,-/bln (enam ratus ribu rupiah). Setelah dipikir, dihitung dan di
diskusikan dengan istri oleh Yasir akhirnya Yasir pun setuju dan akan menyewa
dan menempati bangunan milik Seno tersebut. Tetapi, setelah beberapa bulan
kurang lebih 7 bulan Yasir tidak lagi berjualan karena istri Yasir pergi pulang ke
kampung halamannya. Yasir pun memutar otak agar masih dapat menerima uang
dan masih menghasilkan uang, kemudian yasir berpikir ingin menyewakan lagi
bangunan tersebut kepada orang lain dengan biaya sewa lebih tinggi. Yasir
menawarkan kepada beberapa pelanggan baksonya setiap hari, dan pada suatu hari
ada seseorang pelanggan Yasir yang berminat menyewa bangunan tersebut yaitu

Sarmini.!®

Sarmini ialah wanita berumur 36 tahun yang bertampat tinggal di desa
Sendang haji Merakurak ini merupakan pelanggan dari Yasir. Profesi beliau sehari-
hari adalah ibu rumah tangga dan mengurus 2 anak putrinya. Setelah mendapat
penawaran dari Yasir Sarmini pun tertarik untuk menyewa bangunan tersebut
untuk mendirikan usahanyanya supaya Sarmini mempunyai kesibukan lainnya.
Sarmini mendatangin lagi Yasir, tetapi warung Yasir sedang tutup akhirnya
Sarmini menelpon Yasir karena kebetulan Sarmini sudah meminta nomor telepon
Yasir pada saat itu. Sarmini kemudian langsung menanyakan kepada Yasir berapa
biaya sewa yang di tetapkan agar Sarmini juga bisa berdiskusi dengan suaminya.
Yasir memberikan biaya sewa bangunan tersebut kepada Sarmini sebesar
Rp.2.000.000,-/bln (dua juta rupiah). Kemudian Sarmini berdiskusi dengan

suaminya dan suaminnya menyetujuinya asalkan Sarmini benar-benar ingin

16 Yasir, Wawancara, Tuban, 13 Maret 2020.
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berwirausaha.!” Yasir memberikan biaya sewa lebih tinggi kepada Sarmini agar
mendapat keuntungan. Karena beliau tetap membayar biaya sewa kepada

tetangganya yaitu Seno dan sisanya di ambil sebagai upahnya.

17 Sarmini, Wawancara, Tuban, 13 Maret 2020.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KHES TERHADAP SEWA MENYEWA
TANAH MILIK DESA BOGOREJO KECAMATAN MERAKURAK
KABUPATEN TUBAN
A. Tinjauan Praktik Sewa Menyewa Tanah Milik Desa Bogorejo Kecamatan
Merakurak Kabupaten Tuban

Desa Bogorejo merupakan desa yang terletak di kecamatan Merakurak
kabupaten Tuban. Desa ini berada di jalan penghubung jalan antara kecamatan
Tuban dan kecamatan Merakurak. Karena letak lokasi desa ini berada di sepanjang
jalan penghubung antar kecamatan maka desa ini sangatlah ramai.

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi yang intinya ada kegiatan
serah terima. Semua jenis perikatan atau transaksi yang dilakukan kedua belah
pihak atau lebih, dengan ketentuan yang tidak menyimpang dan harus sejalan
dengan syariat.

Di desa Bogorejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban sudah terbiasa atau
banyak yang melakukan transaksi atau akad sewa menyewa antara individu dengan
individu atau perorangan maupun individu dengan badan hukum tertentu atau
kelompok. Namun di desa Bogorejo dalam menyewakan tanah atau bangunan tidak
bertujuan untuk disewakan kembali atau bukan menjadi kebiasaan dalam
masyarakat desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban tersebut, melainkan untuk
dimanfaatkan oleh penyewanya sendiri. Di sepanjang jalan besar banyak terdapat
para penjual atau pendiri usaha dengan menggunakan tanah yang disewakan
kepada warga. Praktik Sewa menyewa yang telah di lakukan warga desa Bogorejo
kecamatan Merakurak kabupaten Tuban sudah sesuai dengan prosedur yang telah

disepakati diawal perjanjiannya bersama pihak desa.
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Dari hasil wawancara bahwa dari beberapa pihak penyewa (pihak ke 2)
menyewakan lagi lahan tanah atau bangunan yang telah disewa dari pihak pertama
yaitu pihak desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuan kepada pihak ke 3 tanpa
diketahui oleh pihak pertama (pemilik objek sewa). Kemudian dalam praktik yang
terjadi di Desa Bogorejo ini adapun beberapa pihak-pihak yang menyewa tanah
untuk perkebunan namun kemudian didirikan bangunan kemudian bangunan yang
telah dibangun tersebut disewakan kepada pihak yang lain atau pihak ke-3 tanpa
meminta izin atau memberitahukan kepada pihak pertama selaku pemilik tanah
tersebut yakni pihak desa Bogorejo kecamatan Merakurak Tuban.

Selain menyewa tanah adapun pihak-pihak yang menyewa bangunan milik
desa Bogorejo guna mendirikan usaha dengan jangka waktu 1 tahun, lalu kemudian
menyewakan kembali bangunan tersebut kepada pihak lain atau disini adalah pihak
ke-3 dengan tujuan mendirikan usaha juga tetapi ada yang mengganjal karena
jangka waktu yang disewa oleh pihak ke-3 adalah 1,5 tahun. Dalam transaksi ini
sudah dapat kita lihat bahwa jangka waktu yang diberikan tidak sesuai atau tidak
sama dengan awal perjanjian pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan.
Selain dalam hal jangka waktu pihak kedua juga menginformasikan kepada
pemilik objek sewa tersebut bahwa objek yang telah mereka sewa diswakan

kembali kepada pihak lain dengan jangka waktu yang tidak sama.

B. Tinjauan Hukum Islam dan KHES Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik
Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
Akad ija>rah yang terdapat di desa Bogorejo di kecamatan Merakurak
kabupaten Tuban berbeda dengan akad ija>rah secara hukum atau teori. Pada
umumnya akad ija>rah terhadap tanah hanya untuk digarap atau ditanami saja atau
diambil manfaatnya saja, tetapi berbeda dengan desa ini. [ja>rah di desa Bogorejo

kecamatan Merakurak kabupaten Tuban sewa tanah yang dilakukan oleh pihak
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penyewa dan pihak yang menyewakan tidak hanya digunakan untuk ditanami atau
ambil manfaatnya saja tetapi tanah dan bangunan atau objek sewa (Ma jur) ini
yang disewa digunakan untuk mendirikan bangunan sebagai tempat untuk
membuka usaha mandiri atau tidak berkelompok.

Dalam sebuah akad atau transaksi harus memenuhi ketentuan yang sudah
ditetapkan begitupun juga dengan pembiayaan ija>rah dan pihak-pihak pelaksana
akad ija>rah merupakan salah satu ketentuan yang telah memenuhi seluruh rukun
ija>rah. Para ulama bersepakat bahwa rukun ija>rah ialah sebagai berikut:

1. Adanya pihak—pihak yang melakukan akad

Pihak yang melakukan akad terdiri dari mu ajir dan musta ’jir yakni pihak
yang akan melakukan akad ija>rah (sewa menyewa) atau upah mengupah.
Mu’ajir merupakan orang atau pihak yang menerima upah atas pekerjaan yang
dilakukan, sedangkan musta jir ialah orang atau pihak yang memberi upah atau
menyewa jasa.! Syarat mu’ajir dan musta’jir ialah orang yang sudah baligh,
berakal, cakap dalam melakukan tasharruf (orang yang dapat mengendalikan
harta), dan saling meridhai atau saling suka sama suka. Dalam hal ini atau dalam
penelitian ini penyewa lahan sebagai musta jir atau pithak yang menyewa dan
pihak yang menyewakan lahan sekaligus penyewa tanah milik desa Bogorejo
kecamatan Merakurak kabupaten Tuban sebagai mu’ajir pihak yang
memberikan sewa tanah. Dalam hal ini tidak ada kecacatan karena pihak-pihak
yang bersangkutan sudah memenuhi syarat tetapi tidak saling suka sama suka
karena ada yang dirugikan yaitu pihak desa Bogorejo kecamatan Merakurak
Tuban.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 303 menyebutkan

bahwa mu ajir atau pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya, atau

! Rahmat Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 125.
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pengampuhnya. Sedangkan dalam penelitian ini mu’ajir atau pihak yang
menyewakan bukanlah pemilik asli maupun bukan wakil dari tanah yang
disewakan melainkan juga sebagai pihak yang menyewa.

2. Ma’jur (objek perjanjian/sewa) adalah barang yang dapat dijadikan objek sewa,
yakni suatu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahterimakan.
Maka dari itu tidak dibolehkanya menyewakan sesuatu yang tidak jelas atau
tidak dapat diserahterimakan.” Penyewa tanah desa Bogorejo kecamatan
Merakurak kabupaten Tuban memberikan fasilitas ija>rah berupa pemanfaatan
tanah dan bangunan yang dapat dimabfaatkan sebagimana mestinya dengan
cacatan harus sesuai dengan akad diawal dan perjanjian yang dibuat secara lisan
atauun tulisan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek sewa akad ini adalah

sebagai berikut:

a) Objek ija>rah 1alah manfaat dari penggunaan barang dan jasa tersebut.

b) Pemenuhan manfaat harus yang dapat diperbolehkan.

¢) Manfaat barang dapat dinilai dan bisa dilaksanakan.

d) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya.

e) Manfaat harus dipahami sedemikian rupa agar dapat menghindari
kesalahfahaman supaya tidak terjadi sengketa.

f) Kesanggupan pihak dalam memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah.

g) Syarat barang yang dijadikan objek sewa harus yang dapat dipegang atau

dirundingkan.

2 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12.
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h) Sewa merupakan pemanfaatan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh
nasabah kepada pemilik sesuatu tersebut sebagai pengganti manfaat.’

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menyimpang karena
pemanfaatan objek sewa tidak sesuai dengan akad diawal atau perjanjian yang
sudah dibuat dan disepakati dan diperbolehkan oleh pihak desa Bogorejo.
Kemudian, dilihat dari sisi jangka waktu juga menyimpang dan melebihi batas
perjanjian sewa dari pihak yang menyewakan. Selain itu dalam segi
pemanfaatan objek sewa (Majur) tersebut tidak dipahami sehingga dapat
menimbulkan kesalahfahaman antara kedua belah pihak.

3. Ujrah (uang sewa atau upah), upah atau imbalan pihak penyewa memberikan
imbalan atau upah sebesar 100% pada saat awal akad atau awal perjanjian
kepada pihak yang meyewakan dalam tempo 5 (lima) tahun selama penempatan
tanah beserta bangunan sesuai dengan kesepakatan awal. Tetapi ujrah yang
diberikan kepada pihak ketiga tidak sama atau lebih tinggi dari pihak kedua
membayar kepada pihak pemilik tanah atau bangunan tersebut.

4. Sighat (i>ja>b dan ga>bu>l), merupakan suatu ungkapan atau ucapan para
kedua pihak yang telah melakukan akad berupa i>ja>b dan ga>bu>l. i>ja>b
ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang pihak yang berakad
sebagai suatu gambaran keinginannya dalam mengadakan akad ija>rah.
Sedangkan ga>bu>! merupakan suatu pernyataan yang diucapakan atau di
ungkapkan oleh pihak yang berakad pula yaitu musta jir untuk menerima
keinginan dari pihak pertama, yakni setelah adanya akad ija>rah.? Perjanjian ini
antara pihak penyewa tanah beserta bangun dengan penyewa tanah desa

Bogorejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban selaku pihak yang

3 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 12.
4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116.
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menyewakan. Dalam penerapannya sewa menyewa yang terjadi ini terletak di
desa Bogorejo kecamatan Merakurak kabupaten Tuban belum memenuhi rukun
ija>rah, karena selain memenuhi rukun sewa menyewa juga harus sesuai
dengan syarat jja>rah yang pertama adalah kerelaan kedua belah pihak yang
melakukan akad. Apabila salah satu dari pihak mereka dipaksa untuk melakukan
ija>rah maka akad tersebut tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak tersebut
dapat diukur dengan saling membutuhkannya kedua belah pihak dan dirugikan
atau tidaknya para pihak yang bertransaksi.
5. Hukum transaksi ija>rah

Pada asalnya, transaksi ija>rah mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. Oleh karena itu, masing-masing muta’aqidain (dua pihak yang
melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada
hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib,
hilangnya manfaat atau berubahnya manfaat, dan lain-lain. demikian ini

pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Ta’ala :
sl ik
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad itu.” (Q.S. Al-Ma’idah
[5]:1).°
Dalam surah ini kita dapat melihat dalam suatu transaksi adalah harus
melihat dan memenuhi akad-akad yang sudah dijalankan atau yang sudah
diucapkan. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang bertransaksi harus
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat sendiri. Seperti dalam
pemanfaatan, jangka waktu sewa menyewa dan juga ujrah yang seharusnya

dibayarkan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada kesalahfaham

ataupun sengketa dalam transaksi sewa menyewa tersebut.

5> Kemenag RI, Ar-Rahman Al-Qur’an dan Terjemahannya...
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a. Menggantungkan ija>rah
Pada asalnya, ija>rah dapat dilaksakan dan tidak boleh digantungkan,
seperti halnya jual beli. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh al-Qadhi

Zadah dari kalangan Hanafiyah, “jja>rah tidak dapat digantungkan”. Ada

yang berpendapat bahwa sah menggantungkan ija>rah.

b. Perselisihan dalam ija>rah

1) Jika kedua belah pihak berselisih mengenai besarnya harga sewa, seperti
“Kamu menyewakannya kepadaku selama setahun dengan harga Rp
1.000.” kemudian orang yang menyewakan membantah, “Rp 2.000.”
Dalam kasus seperti ini, dimulai dari sumpah orang yang menyewakan
karena sewa-menyewa termasuk bagian dari jual beli. Demikian ini adalah
pendapat Ahmad dan asy-Syafi’i.

2) Jika kedua belah pihak berselisih mengenai masa sewa, seperti “Aku
menyewakannya kepadamu satu tahun dengan harga Rp 1.000.”
Kemudian penyewa menyangkal dan mengatakan, “Dua tahun dengan
harga Rp 2.000.” Dalam kasus seperti ini, yang dipegang adalah klaim
orang yang menyewakan karena ia menyangkal penambahan waktu.

3) Jika kedua pihak berselisih mengenai pelanggaran dalam memanfaatkan
objek yang disewakan, yang dipegang adalah klaim orang yang menyewa
karena ia dapat dipercaya memanfaatkannya. Di samping itu, karena pada
asalnya tidak ada pelanggaran dan bebas dari tanggungan.® Apabila ada
sengketa dari pihak pemilik objek tersebut pihak kedualah yang harus
bertanggungjawab karena pihak kedua menyewakan kembali kepada pihak
ketiga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik objek tersebut.

c. Menyewakan Barang Sewaan

¢ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Figih Muamalah(Jakarta: Cempaka, 2000), 320-
321.
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Orang yang menyewa suatu barang boleh memindahtangankan kepada
orang lain jika sama harganya atau lebih murah, dan tidak dengan harga lebih
karena dapat merugikan. Selain itu boleh menyewakan kembali asalkan sama
bentuk pemanfaatannya dan juga jangka waktunya sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati oleh pihak kedua kepada pemilik objek sewa
dalam artian tidak boleh melebihi batas waktu penyewa kepada pemilik objek
tersebut. Jika pemilik mensyaratkan tidak boleh memindahtangankan ataupun
meminjamkan atau menyewakan kembali kepada orang lain saat transaksi
atau saat perjanjian, penyewa tidak boleh melakukannya karena itu tidak
sesuai dengan syarat-syarat dan akad yang mereka buat. Maka dari itu dalam
halnya transaksi penelitian sewa menyewa tanah milik desa Bogorejo
kecamatan Merakurak Tuban ini belum sesuai karena ada pihak yang
dirugikan dari sisi harga sewa yang lebih tinggi, jangka waktu yang telah
disepakati melebihi batas yang akan merugikan pihak pemilik objek sewa
dan pemanfaatan objek sewa yang berbeda dari awal akad atau perjanjian
yang telah disepakati.

. Jika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika salah
satu al-muta’aqgidain (dua pihak yang melakukan transaksi) meninggal dunia,
ija>rah tidak batal karena ia merupakan transaksi yang mengikat. lja>rah
tidak batal dengan kematian orang yang bertransaksi bila barang yang
ditransaksikan masih ada.

Adapun Hanafiyyah berpendapat bahwa jika orang yang melaksanakan
transaksi ija>rah untuk dirinya sendiri, ija>rah batal karena kematiannya,
dan jika untuk orang lain, maka tidak batal karena posisinya seperti wakil

atau orang yang menerima wasiat.
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Ibnu Taimiyyah mendukung pendapat yang menyatakan bahwa ija>rah
tidak batal karena kematian orang yang menyewa jika ia memberikan barang
kepada ahli waris sebagai kepercayaan.’

6. KHES

Sedangkan dalam peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan
dalam pasal 310 bahwa “musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan
ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin pihak yang menyewakan”. Peraturan
tersebut memiliki konsekuensi yang diatur dalam pasal 313: 1) Kerusakan ma’jur
karena kelalaian musta’jir adalah tangung jawabnya, kecuali ditentukan dalam
lain akad. 2) Apabila ma’jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena
kelalaian musta’jir, maka mu’ajir wajib menggantikannya. 3) Apabila dalam akad
ija>rah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan
ma’jur, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan
hukum. Juga dalam pasal 314 yang memuat solusi dari adanya sebuah
perselisihah: 1) Apabila terjadi kerusakan ma’jur sebelum jasa yang dijanjikan
diterima secara penuh oleh Musta’jir, Musta’jir tetap wajib membayar uang
ija>rah kepada mu’ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh. 2)
Penentuan nominal uang ija>rah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dilakukan
melalui musyawarah.®

Jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam transaksi
penelitian ini sewa menyewa tanah milik desa Bogorejo kecamatan Merakurak
Tuban tidak sesuai syariat karena ada kecacatan dalam syarat maupun rukun sewa
menyewa (ija>rah) dilihat dari pertama sisi kepemilikan, karena objek tersebut
bukan milik aslinya atau bukan milik pihak pertama dan dalam menyewakan

kembali objek sewa (Ma’jur) tanpa izin pihak pemiliknya, kedua dalam segi

7 1bid,. h. 325.
8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syarah (Jakarta: Kencana, 2009), 90-91.
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pemanfaatan objek ija>rah yang tidak sesuai dengan akad dan perjanjian awal
kedua belah pihak atau perubahan pemanfaatan dari pihak penyewa, dan yang
ketiga adalah jangka waktu yang melebihi batas dari akad atau perjanjian pihak
penyewa/pihak kedua dengan pihak pertama yang akan menimbulkan kerugian

pihak pertama ataupun pihak ketiga penyewa tanah dan bangunan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dijelaskan dan dianalisis, maka
dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas
permasalahan yang tealah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan yang dapat
diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa yang terjadi pada tanah milik Desa Bogorejo Kecamatan
Merakurak Kabupaten Tuban, musta’jir menyewakan kembali barang (ma’jur)
yang telah disewanya kepada pihak lain, tanpa meminta izin (mu’ajir) sebagai
pemilik barang yang menjadi objek sewa menyewa tersebut. Kebiasaan ini tidak
ada dalam masyarakat desa Bogorejo melainkan hanya beberapa pihak saja yang
tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Menurut hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik Desa Bogorejo
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ialah belum sesuai dengan hukum
Islam dan juga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang
berlaku sebagai pedoman melaksanakan transaksi ekonomi Islam, dikarenakan
ada kecacatan dalam akad tersebut dalam syarat dan rukut sewa menyewa
(ija>rah) dalam hal pemanfaatan dan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.
Selain itu juga dapat merugikan pihak pertama sebagai pemilik objek sewa dan
juga pihak penyewa kedua atau pihak ketiga, hal tersebut telah diatur dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 310 “musta’jir dilarang menyewakan
dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin pihak yang

menyewakan”.
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B. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada masyarakat

Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, ada beberapa hal yang

perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat dan dampak

positif kedepannya untuk masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak

Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Kepada pihak perangkat Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten
Tuban atau masyarakat yang menjadi mu’ajir sebaiknya mengawasi para pihak
yang telah menyewa tanah desa tersebut agar digunakan sebagai mana dalam
penggunaannya.

2. Kepada masyarakat Desa Bogorejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
sebaiknya tidak menyimpang dalam memanfaatkan atau menggunakan ma’jur

(objek sewa).
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